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ABSTRAK 

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan Dan Beianja Daerah kaimpaten Sin tang 

IDKMAN SUDIRMAN 

Universitas Terbnka 

Pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sintang khususnya pengawasan 
terhadap peiaksanaan APBf> masih beium optimal. Hal ini teriihat dari 
beberapa indikasi antara lain sebagai berikut: Pengawasan langsung melalui 
kegiatan kunjungan kerja, reses, inspeksi, pemantauan dan sejenisnya masih 
belum mencapai target yang ditetapkan. Pengawasan tidak langsung melalui 
kegiatan rapat kerja, penyusunan APBD, perubahan APBD dan perhitungan 
APBD masih sering tidak tepat waktu. Keterlambatan tersebut tentunya akan 
mempengaruhi proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 
pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Sintang. Fungsi pengawasan 
iangsung DPRD kabupaten Sintang terhadap .APB:D dibagi daiam beberapa 
kelompok, diantaranya: (a) merespons pengaduan masyarakat, (b) pengawasan 
ke unit layanan, (c) pengawasan ke SKPD, dan (d) pengawasan kepada kepala 
Daerah. Fungsi Pengawasan Tidak Langsung diukur dengan menggunakan 
indikator-indikator pelaksanaan hak meminta keterangan, pelaksanaan hak 
mengajukan pertanyaan bagi masing•masing anggota, pelaksanan hak 
mengajukan pemyatan pendapat dan pelaksanaan hak penyelidikan. 

Kata Kunci: Pengawasan, DPRD, APBD 
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ABSTRACT 

Regional Assembly Supervision to the implementation of Regional Budget Sintang. 

HIKMAN SUDIRMAN 

Open University 

Implementation of the functions of Parliament Sintang in particular supervision of the 

implementation of the budget is still not optimal. This is evident from some of the indications are 

as follows: Direct supervision through the activities of the working visit, recess, inspection, 

monitoring and the like has not reached the target yet. Indirect supervision through working 

meetings, budgeting, budget changes and the calculation of the budget is still often not timely. 

The tadiness will certainly affect the governance process, development and service to the 

community in Sintang. Direct supervision function Sin tang regency of the budget is divided into 

several groups, including: (a) the respond to complaints from the public, (b) monitoring unit to 

service, (c) supervision to Local Goverment working Units, and (d) the supervision of the Head 

of the Region. Indirect supervision function is measured using indicators exercise of the right to 

ask for the information, the implementation of the right to raise questions for each member, the 

implementation of the right to propose a statement of opinion and the implementation of the 

rights inquiry 

Keywords : Supervision, Regional Assembly, Regional Budgets 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deski"ipsi Olijek Penelitian 

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, di 

Kabupaten Sin tang yang terpilih dan diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupatert Sirttang urttuk periode 2014 - 2019 sebanyak 35 (tiga 

puluh lima) orang yang terdiri dari 10 (sepuluh) Partai Politik . CaJon Terpilih 

Anggota DPRD Kabupaten Sintang Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel4.1. 9a1on Tef£ilih ~ggota DPRD Kabupaten Sintang Dalam Pemilu 
LegislatifTahun 2014 

No Partai Politik Nama CaJon Terpilih Keterangan 
1 Partai Nasdem 1. Herman to 

2. Romeo, SP 
3. Terry Ibrahim, S.Sos, M.Pd. . . 

4. Florensius Roni, A.Md. 
5. Honoratus Guntur 

2 Partai 6. M. Chomain Wahab, SH M. Chomain 
Kebangkitan 7. Kusnadi Wahab, SH maju 
Ban gsa 8. Syahroni menjadi cal on 

9. Boli, SR waldl bupati pada 
Pilkada Serentak 
2015 dart 
digantikan oleh 
Mei~ar ;P.uspasari 

3 PDI PeJjuangan 10. Welbertus, S.Sos. 
11. Tuah Mangasih, ST, M.Si. 
I 2, Agustin us 
13. Mw·ku 
14. Jeffray Edward, SE, M.Si. 

47 
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No Partai Politik Nama Caion Terpilih Keterangan 
15. Alan 

4 Partai Golkar 16. A.M. Abdrurrazak, A.Md. 
17. Melkianus 
18. Hrujono, S.Sos, M.Si. 

5 Partai Gerirtdta 19. Heritrtatutida, S.Pd. M.Pd. 
20. Julian Sahri 
21. Gregorius Hermanus BaJa 
22. Erliyawati, SH 
23. Sandan, S.Sos. 

6 Partai Demokrat 24. Kelibuk 
25. Theresia, S.Sos. 
26. Markus Jembari, SE 
27. Hiktrtan Siiddtrtan, SP 

7 Partai Amanat 28. Hamzah Sopian 
Nasional 29. Anton Isdianto 

8 Partai Persatuan 30. Gulam Raziq; ST 
Pembangunan 

9 Partai Hati Nurai 31. Hery Jambri; SH; M.Si. 
Ra.Kyiif 32. Yiiliiis 

10 Partai Keadilan 33. K. Danil B 
dan Persatuan 34. Liyus 
Indonesia 35. Hardoyo 

Sumber: Sekretanat DPRD Kabupaten Smtang, Maret 2016. 

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

yang ketrtiidiart juga ditiiangkan di dalam Petaturan DPRD Kabupateh Sirttang 

Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sintang, tugas dan 

wewenang DPRD adalah: 

a. trtetrtberttiik petatiitan daetah kabiipateii bersatrta Kepala Daerah 

b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah 

mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan 

oleh Kepala Daetah; 
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c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; 

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil 

Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubemur untuk 

mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; 

e. memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil 

Kepala Daerah; (catatan bagian hukum) 

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah 

kabupaten terhadap rencana perjanjian intemasional di daerah; 

g. iiieiiibetikart petsetiijiiart tethadap tehcarta kerja satna iriteiiiasiohal yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten; 

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam 

penyelenggaraa.n peiiietintahan daerah kabiipaten; 

1. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau 

dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; 

J. mengupayakart tetlaksanartya kewajiban daerah sesuai dengart ketentiian 

peraturan perundang-undangan; dan 

k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan 

petatutan perundang-undangan. 

43009.pdf



50 

Sedangkan fungsi DPRD sebagaimana di atur di dalam UU Nomor 32 

Tahun 2004 dan Peraturan DPRD Kabupaten Sintang Nomor I Tahun 2010 

adalah: 

a. Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama~ 

sama Kepala Daerah; 

b. Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan 

menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah; 

c. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap 

pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Perundangan yang ditetapkan oleh 

Pemerihtah, Peraturah Daerah, Penittini.h Kepala Daerah, Kepi.iti.isii.h Kepaia 

Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

Ketiga fungsi dimaksud dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di 

Kabtipateh Sirttang. Selain ada ttigas fokok dan fungsi, anggota DPRD juga 

memiliki beberapa hak-hak dalam mereka menjalankan kegiatannya, yaitu: 

I. Hak Interpelasi; ialah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala 

daerah meiigenai kebijakart pemetiiitah daerah yang pentiiig dan strategis 

yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara. 

2. Hak Angket; ialah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan 

penyelidikart terhadap suatu kebijakart terteiltu kepala daerah yang perttirtg 

dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan 

Negara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
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3. Hak menyatakan pendapat; ialah hak DPRD untuk menyetakan pendapat 

terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang 

terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai 

tindak Ian jut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. 

4. Pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sintang, fraksi-fraksi yang ada dalam 

DPRD Kabupaten Sintang terdiri dari: 

a. Ftak:si Partai Demoktasi Indonesia Perjuahgah 

b. Fraksi Gerindra 

c. Fraksi Partai Nasdem 

d. Frak:si Pattai Demoktat 

e. Fraksi Kebangkitan Bangsa 

f. Fraksi Golongan Karya 

g. Frak:si Keadilah Dan Persatliah Indonesia 

h. Fraksi Amanat Persatuan 

Berdasarkan Peraturan DPRD Nomor I Tahun 2010, alat kelengkapan 

DPRD sebagaitnana diatur di dalam pasal 36 dari peratutan tersebtit, terdiri atas: 

1. Alat kelengkapan DPRD, yang terdiri dari: 

a. Pimpinan; 
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b. Badan Musyawarah; 

c. Komisi; 

d. Badan Legislasi Daerah; 

e. Badan Anggaran; 

f. Badan Kehormatan; dan 

g. alat kelengkapan Jain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat 

par1purna. 

2. Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD bersifat kolektif dan kolegial. 

3. Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh Sekretariat 

DPRD. 

Pimpinan DPRD mempunyai tugas : 

a. mem1mpm sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil 

kejiiitusart; 

b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara 

Ketua dan Wakil Ketua; 

t. melaklikart koordirtasi dalam upaya mertyirtergikart jielaksartiiitii agenda dart 

materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD; 

d. menjadi juru bicara DPRD; 

e. melaksartakan dart memasyarakatkart Keputusart DPRD; 

f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya; 
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g. mengadakan konsultasi dengan Walikota dan p1mpman lembaga!instansi 

lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD; 

h. mewakili DPRD di Pengadilan; 

i. melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau 

rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang 

pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan 

k. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna 

DPRD yang khusus diadakan untuk itu; 

1. Meiietapkart piiiipirtart Komisi, piiiipirtart Badaii Legislasi Daerah, piiiipirtart 

Badan Kehormatan dan pimpinan Panitia Khusus. 

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat 

tetap dart diberttuk oleh DPRD pada awal masa jabatart keartggotaan DPRD. 

Badan Musyawarah terdiri dari unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan 

jumlah anggota dan paling banyak V2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD. 

Susurtan keartggota:an Badart Musyawarah ditetapkart dalam rapat padpurna: 

setelah terbentuknya pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan fraksi. 

Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan 

Musya:warah metangkaj:i anggota. Sekretads DPRD karerta jabatartiiya adalah 

Sekretaris Badan Musyawarah bukan sebagai Anggota. Badan Musyawarah 

bertugas: 
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a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa 

persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu 

penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan 

Peraturan Daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripuma 

untuk mengubahnya; 

b. memberikan pendapat kepada p1mpman DPRD dalam menentukan gans 

kebijakan yang meyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD; 

c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD 

yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan 

tiigas masihg-masihg; 

d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD; 

e. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan; 

f. metekomendasikan peinbentiikan panitia k:hiisiis; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripuma kepada Badan 

Musyawarah. 

Komisi merupakan alat keleiigkapah DPRD yang betsifat tetap dan 

dibentuk oleh DPRD pada awal masajabatan keanggotaan DPRD. Setiap Anggota 

DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi. 

Komisi sebagaimana dimaksud berjumlah 3 komisi. Komisi DPRD terdiri dad: 

a. Komisi I, bidang pemerintahan; meliputi pemerintahan, ketertiban, 

Kependudukan, penerangan/pers, hukum, perundang-undangan, 
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Kepegawaian, aparatur, perizinan, sosial politik, organisasi masyarakat dan 

pertanahan dan keamanan. 

b. Komisi II, bidang perekonomian dan pembangunan; meliputi kehutanan, 

perikanan, perdagangan, perindustrian, koperasi, pertanian, perkebunan, 

pengadaan pangan, logistik. Pekerjaan umum, tata kota, pertamanan, 

kebersihan, perhubungan, pertambangan dan energy, perumahan rakyat dan 

lingkungan hidup, perusahaan daerah, perusahaan patungan, dunia usaha dan 

penanaman modal. 

c. Komisi III, bidang keuangan, dan kesejahteraan rakyat; meliputi keuangan 

daerah, perpajakan, retdbusi, pebankan, ketehagakerjaan, pertdidikan, ilmu 

pengetahuan dan teknologi, kepemudaan dan olah raga, agama, kebudayaan 

dan pariwisata, sosial, kesej ahteraan dan keluarga berencana, peranan 

wanita, kesehatan, dart transmigtasi. 

Komisi mempunyai tugas: 

a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesua1 dengan ketentuan 

perattirart perurtdartg-tirtdangan; 

b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan 

keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi; 

c. Melakukan pertgawasan terhadap pelaksanaart peratutart daetah dart APBD 

sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi; 
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d. Membantu ptmpman DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah 

yang disampaikan oleh walikota dan/atau masyarakat kepada DPRD; 

e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi 

masyarakat; 

f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; 

g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan 

pimpinan DPRD; 

h. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat; 

1. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang 

lingk:tij:i liidang ttigas riiasing-riiasing koriiisi; dan 

J. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil 

pelaksanaan tugas komisi. 

Badan Legislasi Daetah riierupakan alat kelengkaj:ian DPRD yang 

bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripuma DPRD. Susunan dan keanggotaan 

Badan Legislasi Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan 

petrnulaan tahurt sidartg. Jumlah artggota Badan Legislasi Daetah ditetapkart 

dalam rapat paripuma menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota 

komisi. Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah anggota 

satu koriiisi. Artggota Badart Legislasi Daetah diusulkart masihg-masirtg fraksi. 

Badan Legislasi bertugas: 
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I. menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan 

dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap 

tahun anggaran di lingkungan DPRD dengan mempertimbangkan masukan 

dari masyarakat; 

2. mengkoordinasi penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan 

Pemerintah Daerah; 

3. menyiapkan rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program 

prioritas yang telah ditetapkan; 

4. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 

rancartgart petatiiran daetah yang diajiikan anggota, koriiisi dan/atau 

gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut 

disampaikan kepada Pimpinan DPRD; 

5. membetikan pertiriibangan tethadap tancartgart peratiitan daerah yang 

diajukan oleh anggota, komisi danlatau gabungan komisi, di luar prioritas 

rancangan peraturan daerah tahun berj alan atau di luar rancangan peraturan 

daetah yang terdaftar dalarii program legislasi daetah; 

6. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan 

materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan 

komisi danlatau panitia khusus; 

7. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan 

daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; 
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8. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang 

sudah maupun yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat 

digunakan sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggotaan berikutnya; 

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap 

dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Anggota 

Badan Anggaran diusulkan oleh 
. . 

masmg-masmg fraksi dengan 

mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap=tiap komisi dan paling banyak Y, 

(setengah dari jumlah anggota DPRD. Ketua dan wakil ketua DPRD karena 

jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota. Badan 

Artggarart meirt]Jiihyai tiigas: 

1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada 

walikota dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja 

daetah paling lambat 5 (lima) bulan sebeliim ditetapkartrtya APBD; 

2. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi 

terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan 

kebijakart umiim APBD serta ptiotitas dart plafort artggarart sementara; 

3. Memberikan saran dan pendapat kepada walikota dalam mempersiapkan 

rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan 

petatiirart daerah tentartg pertanggurtgj awabart pelaksartaart APBD; 

4. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan 

rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
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berdasarkan hasil evaluasi gubemur bersama tim anggaran pemerintah 

daerah; 

5. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap 

rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon 

anggaran sementara yang disampaikan oleh walikota; 

6. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran 

belanja DPRD 

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap 

yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Anggota Badan 

Kehoiiiiatart DPRD berjiimlah 5 (lima) orang. Badart Kehorihatan memjnihyai 

tugas: 

a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/ atau kepatuhan terhadap moral, 

kode etik, dart/ atai.i perati.irart tata tertib DPRD dalam rartgka mehjaga 

martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD; 

b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap 

peraturart tata tertib dart/ atai.i kode etik DPRD; 

c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan 

DPRD, anggota DPRD, dan/ atau masyarakat; dan 

d. rnelapotkart keputusart Badart Kehormatart atas hasil pertyelidikart, 

verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat 

paripumaDPRD. 
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B. Hasil 

1. !'_elaksanaan_ fungsi pengawasan langsung DPRD terhadap APBD 
Kabupaten Sintang 

Sebagai representasi rakyat di daerah, anggota DPRD mempunyat 

kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

di daerah, dan secara umum pengawasan dapat dilakukan dengati mertgkritisi 

APBD. Pengawasan bisa dilakukan secara individual maupun secara institusionaL 

Selengkapnya pengawasan DPRD dibedakan menjadi enam jenis: 

a. Pengawasan oleh Pimpinan DPRD yakni pengawasan yang laksanakan 

langsung atas nama pimpinan DPRD. 

b. Pengawasan oleh anggota DPRD, yakni pengawasan yang melekat pada 

kedudukan setiap anggota DPRD. 

c. Pengawasan oleh Komisi, yakni pengawasan yang ruang lingkupnya 

(objeknya)merupakan bidang tugas Komisi dan dilaksanakan oleh Komisi. 

d. Pengawasan oleh Gabungan Komisi, yakni pengawasan yang ruang 

lingkupnya (objeknya) merupakan bidang yang menjadi tugas lintas Komisi 

dan dilaksanakan oleh dua Komisi atau lebih. 

e. Pengawasan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan pengawasan oleh Panitia 

Khusus. (Pansus), yakni pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan 

DPRD yang dibentuk khusus untuk melakukan pengawasan. 
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f. Pengawasan oleh Fraksi=Fraksi sesungguhnya bukan alat kelengkapan 

DPRD melainkan perpanJangan tangan partai politik untuk 

mengkomunikasikan agenda atau kepentingan partai politik bersangkutan 

dalam institusi DPRD. Meski demikian, fraksi memiliki fungsi pengawasan 

terhadap kebijakan dan kineija pelayanan publik yang hasilnya dapat 

disampaikan langsung melalui alat kelengkapan dewan dan atau induk partai 

masing=masing sebagai sikap politik. 

Pengawasan terhadap APBD merupakan pengawasan yang sifatnya 

represif terhadap kinerja bupati pada satu tahun anggaran. Dengan demikian 

pertgawasan APBD dilakukan dertgan melihat atau mertgkaji apa yang sudah 

terjadi melalui dokumen APBD, yang dikombinasikan dengan observasi di 

lapangan. Untuk melaksanakan pengawasan yang represif terhadap laporan yang 

sifatrtya administratif langkah-Iangkah yang harus dilakukart oleh DPRD agar 

pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara efektif adalah : (a) menentukan 

sasaran dan standar, (b) mengukur kinerja aktual, (c) membandingkan standar 

dertgan hasil ketja aktual, (d) mertgambillangkah perbaikart yang dipetltikan. 

a. Menentukan Sasaran dan Standar Untuk Pengawasan 

Sebelum melakukan pengawasan, sebagai sebuah institusi DPRD 

sehattisrtya telah menetapkan saSatiih pengawasan tetlebih dahulu, agar setiap 

anggota DPRD yang ditugaskan di dalam Pansus dapat melakukan pengawasan 

secara terarah. Dalam kaitan dengan pengawasan APBD sasaran yang dipantau 
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adalah kinerja Bupati dengan aparatnya selama satu tahun anggaran dalam 

melaksanakan program-programnya. Sasaran pengawasan 101 dapat yang 

berkaitan dengan hal-hal konkrit misalnya memantau dan mencermati 

pelaksanaan proyek=proyek yang dilaksanakan pada satu tahun anggaran. Adapun 

standar pengawasan yang menjadi acuan adalah apakah proyek-proyek tersebut 

benar-benar dapat mensejahterakan masyarakat atau tidak. 

Program=program pembangunan yang dilaksanakan oleh aparat di seluruh 

SK.PD dalam satu tahun anggaran tersebut adalah dalam rangka mencapai sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM. Sedangkan RPJM merupakan 

penjabarart dati visi misi Bupati dart wiikil Bupati seperti yiirig dijanjikan diiliiii:i 

kampanye pemilihan kepala daerah. Hal ini penting karena diera reformasi dengan 

Bupati yang dipilih secara langsung seringkali tidak dapat bekeija secara optimal 

kareha kompleksitas diiliiii:i politik lokaJ. Oleh katena itu, melaliii ptogtam-

program kerja yang telah dibuat oleh eksekutif yang meliputi program 

penyelenggaraan desentralisasi, tugas pembantuan dan lain-lain. 

b. Mehgiikiit Kineija Aktiial 

APBD dapat dianggap merupakan laporan kineija aktual dari Bupati 

beserta perangkat daerah lainnya dalam mejalankan amanah pemerintahan. Dalam 

APBD diutaikan apa-apa yang telah dilakiikah oleh Bupati selaina satu tahun 
I 

anggaran. 
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c. Membandingkan Hasil Dengan Sasaran Dan Standar Yang Telah Ditetapkan 

Hasil kajian DPRD terhadap APBD akan dibandingkan dengan target­

target atau kreteria yang telah ditentukan sebelumnya, dan dari hasil perbandingan 

tersebut dapat ditentukan apakah kinerja Bupati beserta aparatnya telah dapat 

mencapai harapan. 

d. Mengambil Tindakan Perbaikan Yang Dibutuhkan 

Hasil kajian DPRD terhadap APBD bisa menjadikan bahan evaluasi untuk 

perbaikan sistem pelaporan, pelaksanaan program dan kinerja Bupati beserta 

aparatnya secara keseluruhan. 

Dilihat dati lientuk pehgawasan, kegiatan DPRD Kabupateii Siiitang dalam 

melaksanakan pengawasan terhadap APBD termasuk kedalam bentuk 

pengawasan terhadap kepala daerah. Bentuk pengawasan langsung DPRD 

selertgkaprtya dapat dibag;i dalarti bebetapa kelom:pok, diantaranya: (a) metespOiis 

pengaduan masyarakat, (b) pengawasan ke unit layanan, (c) pengawasan ke 

SKPD, dan (d) pengawasan kepada Kepala Daerah. 

1. Metesports Pertg;aduart Masyatakat 

Penerima manfaat langsung anggaran yang ada dalam APBD adalah 

masyarakat, sehingga masyarakatlah yang merasakan langsung apakah kegiatan 

pembang;urtart dilaksartakart dertg;art liaik atau tidak. Agar DPRD liisa rtiertdapat 

informasi yang selalu up to date tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan yang 

di danai dari APBD, DPRD harus mempunyai wadah atau mekanisme yang bisa 
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menampung keluhan dan aspirasi masyarakat. Pasal 81 (6) UU No. 22/2003 

menyatakan bahwa DPRD mempunyai kewajiban menyerap, menghimpun, 

menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat di 

sini bisa berarti usulan, kritik, gagasan, bahkan komplain atau pengaduan 

masyarakat terhadap penyelenggaraan maupun kualita"'pelayanan publik yang 

diterimanya. Dalam prakteknya, penyampaian pengaduan masyarakat dilakukan 

melalui beragam media. Secara formal melalui surat resmi, secara Iisan menemui 

langsung anggota DPRD, melalui SMS, membuat pemyataan di media massa, 

melalui unjuk rasa, dan lain-lain. 

2. PeiigaWasan ke unit layanan 

Masyarakat mendapatkan pelayanan publik secara langsung melaui Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), antara lain sekolah, puskesmas, kantor 

kelutahan!kecamatan, kaiitot kepertdudukart dan catatan sipil, dan laiii-lairt. 

Pengawasan bisa dilakukan secara proaktif dengan melakukan peninjauan 

lapangan secara acak ke UPID maupun sebagai respons positif terhadap 

pertgaduart masyatakat. 

3. Pengawasan ke SKPD (termasuk unit layanan) 

SKPD merupakan institusi penentu kebijakan, perencana dan 

pertyelertggara pelayartart publik di sektor terterttu. Dalam koiiteks ini, jika ada 

tindakan atau kebijakan UPID atau penyedia layanan yang merugikan masyarakat 
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sebagai penenma manfaat pelayanan publik, DPRD juga perlu meminta 

keterangan kepada pejabat SKPD. 

4. Pengawasan Kepada Kepala Daerah 

Pengawasan oleh DPRD kepada Kepala Daerah dilakukan terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik secara keseluruhan dan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah pada umumnya. Pengawasan terhadap Kepala Daerah oleh 

DPRD setiap tahun dilakukan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban 

(LKPJ). Dalam Pasal 27 (2) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan 

bahwa "Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan 

penyeleiiggaraan pemetiiitiilian daerah kepada Pemetintah, dan membetikan 

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada DPRD, serta 

menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada 

masyatakat". 

Untuk bisa menilai APBD dengan baik, anggota DPRD seharusnya 

melakukan uji petik terhadap beberapa proyek pembangunan infrastruktur, 

pertgadaan batang dan jasa dalatn penyelenggataan bidang pendidikan dan 

kesehatan, serta mengidentifikasi penerima manfaat anggaran publik di bidang 

pelayanan dasar, apakah sampai ke masyarakat sebagai penerima manfaat atau 

tidak. Terutama untuk program maupun ptoyek yang meiidajiatkan alokasi 

anggaran yang besar. Misalnya, dalam proyek pembangunan infrastruktur berupa 

jalan, saluran irigasi, saluran drainase, maupun pasar, anggota DPRD bisa 
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melakukan penelusuran pelaksanaan proyek dengan melibatkan konstituennya di 

daerah pemilihan. 

Pengawasan langsung anggota DPRD terhadap APBD antara lain aktif 

dalam mencari dan menggali data/informasi tersebut melalui kunjungan ke 

daerah-daerah. Usaha DPRD dalam menghimpun data/informasi ini dapat terlihat 

dari basil wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Sintang. 

"Beberapa cara yang dipakai DPRD dalam menggali informasi dari 
masyarakat antara lain : Pertama : me1akukan pendekatan dengan 
Pemerintah Kecamatan/Desa/Kelurahan untuk mencoba mengenali aspirasi 
masyarakat setempat yang sudah disimpuikan oieh Bupati. kedua: 
Anggota Dewan melalui fraksinya masing-masing terjun langsung ke 
Daerah yang diwakilinya, untuk mengetahui masih adakah masalah­
masalah yang belum tertampung, selanjutnya masalah tersebut digodok 
oleh fraksi masing-masing, kemudian dengan pertimbangan fraksi 
ditentukan skala prioritas mana yang harus didahulukan dan mana yang 
ditangguhkan, setelah itu baru dimatangkan dalam komisi". 

Pengawasan langsung oleh DPRD Kabupaten Kabupaten Sintang yang 

dilakukan mulai tahun 2014 sampai 2015 (batas waktu yang diteliti), 

pelaksanaannya melalui kegiatan kunjungan kerja, atau pemantauan baik yang 

terencana maupun insidentil, atau dengan menindak lanjuti laporan masyarakat 

tentang suatu permasalahan dengan pemanggilan pihak terkait sebatas 

kewenangan yang ada pada DPRD. 

Khusus untuk bidang pengawasan ini, seperti yang dikemukakan oleh 

Wakil Ketua DPRD, bahwa pengaturan di dalam Tatib saja belum cukup untuk 

dioperasionalisasikan di lapangan, perlu dibuat penjabaran lebih lanjut agar 
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pengawasan yang dilakukan oleh legislatif tidak memasuki ranah yang menjadi 

kewenangan eksekutif. Demikian juga yang dikemukakan oleh Asisten Tata Praja 

dan Kabag Hukum Pemda Kabupaten Sintang yang intinya, menginginkan adanya 

batasan=batasan yang lebih tegas tentang pengawasan yang sifatnya politik dan 

pengawasan administrasi serta teknis. Mereka menilai bahwa pengawasan oleh 

DPRD sekarang sudah mulai berjalan, jika dibandingkan dengan DPRD periode 

sebelumnya, jelas banyak mengalami kemajuan. Terhadap temuan=temuan Dewan 

di lapangan Pemda diundang ke DPRD untuk mengklarifikasi temuan tersebut, 

seperti masalah tenaga keija, pelaksanaan proyek pembangunan, dan sebagainya. 

Merturut Kettia DPRD, urttuk mertghiiidari kebocotart-kebocotart atau 

penyelewengan APED, ter!ebih dulu akan diadakan penelitian di lapangan 

sebelum RAPED itu di sahkan. Dalam pembahasannya juga akan melibatkan 

tokoh-tokoh masyatakat dan LSM. Dia juga menambahkan bahwa kalau 

ditemukan proyek-proyek pembangunan yang bermasalah dan terkait dengan 

masalah hukum, maka itu akan diserahkan ke Kejaksaaan. Mengutip pernyataan 

wakil bupati tentang pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, adalah hal yang 

positif dan Pemda akan selalu menindak lanjuti setiap temuan yang disampaikan 

oleh DPRD seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. 

Sebagaimana telah diungkapkan di muka bahwa pelaksanaan fungsi 

pengawasan oleh DPRD Kabupaten Sintang cenderung meningkat jika 

dibandingkan pengawasan oleh DPRD periode sebelumnya. Namun demikian, 
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walaupun pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Sintang 

cenderung meningkat jika dibandingkan pengawasan oleh DPRD periode 

sebelumnya seperti yang dikemukakan oleh beberapa subjek penelitian bahwa 

aturan pengawasan yang ada sekarang belum lengkap dan masih perlu 

penyempurnaan agar tidak terjadi kesalahan interpretasi dalam pelaksanaan, 

antara pengawasan teknis, administrasi dan pengawasan politis. Terkadang teijadi 

kekeliruan dalam implementasi fungsi pengawasan, tapi itu lebih bersifat 

personal, dan terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap tugas dan wewenang 

DPRD. seperti misalnya pengawasan proyek pembangunan, adakalanya 

memasuki permasalahan tekrtis. Salah satii satana pehgawasan oleh DPRD 

Kabupaten Sintang adalah dengan membentuk panitia-panitia khusus (Pansus). 

Dengan berjalannya fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD 

Kabupateh Sintang, sudah barang tehtii membawa pada perobahan pola hiibiihgan 

eksekutif-legislatif, karena sebelum ini fungsi pengawasan yang ada pada DPRD 

tidak jelas dan tidak mungkin akan berjalan efektif bila DPRD itu menjadi bagian 

dati badanllerrtbaga yang hatiis diawasinya. 

2. Pelaksanaan fnngsi pengawasan tidak langsung DPRD terhadap APBD 
Kabupaten Sintang 

Fungsi Pengawasan Tidak Langsung diukur dengan menggunakan 

indikator-indikator pelaksanaan hak meminta keterangan, pelaksanaan hak 
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mengajukan pertanyaan bagi masingomasing anggota, pelaksanan hak mengajukan 

pemyatan pendapat dan pelaksanaan hak penyelidikan 

Fungsi penting lain pengawasan tidak Jangsung yang dimiliki DPRD 

adalah pengawasan atas kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan yang diangarakan melalui APBD Kabupaten Sintang. Dalam 

bidang pengawasan, DPRD diberikan kekuasaan untuk memberikan penilaian 

terhadap kebijakan dan tingkah Jaku pihak eksekutif dalam menjalankan 

pemerintahan. Peran DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan ini sangat 

penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, penyelewengan dan 

kebocoran yang dilakukiih oleh pihak eksekutif dalam peiiyelenggataan 

pemerintahan di daerah. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini, DPRD 

sebenarnya mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat melaksanakannya, 

sebagaimana di atur dalam Undiihg-undiihg Nomor 23 Tahun 2014. Meskipurt 

demikian, dalam prakteknya fungsi pengawasan tersebut belum berjalan secara 

efektif. Hal ini dapat dilihat antara Jain dari keluaran kebijakan di daerah yang 

lebih mertcermirtkart ptoduk pemedrttah datipada realisasi keirtgirtiih rakyat 

melalui · badan perwakilannya, semen tara persetujuan rakyat melalui DPRD lebih 

untuk memenuhi tata cara politik semata. Dari segi kelembagaan, sering dirasakan 

oleh semerttara masyarakat seolah-olah legislatif belum begitu berpera.n dalam 

melakukan fungsi kontrol popular yang dimilikinya, yakni pengawasan 

masyarakat terhadap pemerintah. Pengawasan sosial nampaknya belum dapat 
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terlaksana sebagaimana diharapkan. Hal tersebut antara lain karena wadah 

penyalur aspirasi/keinginan rakyat yang juga merupakan salah satu fungsi kontrol 

belum berfungsi dengan baik. Pengawasan sosial melalui lembaga legislatif juga 

masih lemah, terbukti dengan masih banyaknya kritik masyarakat yang ditujukan 

kepada DPRD, baik yang dilontarkan secara langsung maupun melalui media 

massa, yang menyatakan bahwa DPRD belum dapat berbuat banyak dalam 

menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. 

Sesungguhnya, penetapan kebijakan dan penetapan peraturan perundangan 

oleh DPRD adalah termasuk langkah pertama dari pengawasan. Penilaian 

terhadap pelaksartaan Peraturart daerah oleh eksektitif merupakart berttuk 

pengawasan lainnya. Fungsi pengawasan diopersionalisasikan secara berbeda 

dibandingkan dengan lembaga pengawasan fungsional. DPRD sebagai Jembaga 

politik melakukart pertgawasart yang bersifat politis pula. Berttuk pertgawasan ini 

dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tercermin dalam hak-hak DPRD, 

yakni hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan dan hak 

pertyelidikart. Rangkaiart hak tetsebut sebertamya telah meiiibeti kewertangan bagi 

DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Problematika pelaksanaan fungsi 

pengawasan oleh DPRD dianggap bersumber dari tata tertib cara pengajuan hak­

hak itu yang tidak betsifat langsurtg dart ptosedumya yang panjang. Selain 

menimbulkan keengganan bagi anggota DPRD, karena prosesnya yang cukup 

panjang, juga dapat terjadi bahwa penggunaan hak bertanya atau meminta 
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keterangan dianggap oleh pimpinan DPRD atau berdasarkan pertimbangan panitia 

musyawarah tidak perlu disampaikan kepada pihak eksekutif. Disamping itu, hak 

penyidikin yang dimiliki oleh DPRD sebagai hak pengawasan yang paling ampuh, 

belum diatur secara rinci dan bahkan hal ini telah menimbulkan missinterpretasi. 

Belum efektifnya pelaksanaan fungsi pengawasan juga bersumber pada 

keterbatasan yang ada pada DPRD, karena pelaksanaan fungsi pengawasan selain 

memerlukan pengetahuan dan keahlian, juga memerlukan data, informasi dan 

keterangan yang memadai. DPRD Kabupaten Sintang tidak memiliki sendiri 

sumber-sumber data atau informasi, serta kurang memiliki cukup tenaga ahli yang 

mertjamirt pelaksartaart pertgawasart itu secara betdaya giirta. 

Dengan demikian, dalam konteks DPRD Kabupaten Sintang, pelaksanaan 

fungsi pengawasan oleh DPRD belum terlaksana seperti yang diharapkan, 

berbagai kertdala masih dirasakart arttara lairt tidak digurtakartrtya hak artgketlhak 

penyelidikan yang dianggap dapat menimbulkan instabilitas politik. Sementara 

itu, kalangan masyarakat berpandangan bahwa pelaksanaan hak-hak yang dimiliki 

oleh DPRD sebagaimana yang ditetapkart oleh peratutan perurtdartgart, terasa 

belum sepenuhnya hak-hak tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Dalam penyusunan Peraturan daerah misalnya, DPRD dikatakan masih banyak 

terganttirtg kepada eksekutif, hal irti merturtjukkan balhva hak irtisiatif serta 

beberapa hak lainnya belum dapat digunakan secara optimal. Kemungkinan hal 
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tersebut disebabkan karena kurangnya kapasitas lembaga legislatif dalam 

mengumpulkan dan mengolah informasi yang tersedia. 

Dari uraian diatas, secara umum diakui bahwa aktivitas DPRD Kabupaten 

Sintang pasca pelaksanaan otonomi daerah lebih bersifat eksekutif sentris, dalam 

arti perhatiannya terhadap masyarakat yang lebih luas lagi tidaklah cukup 

dilembagakan dalam komisi-komisi yang sudah ada, melainkan timbul 

kecenderungan atau gejala bahwa aktivitas DPRD lebih ditujukan pada aktivitas 

eksekutif. Sambungan atau perkaitan kembali antara Dewan dengan masyarakat 

yang selalu dihubungkan dengan gaya departemental dan hanya dilakukan dalam 

acara dehgar pendaj:iat dan ktinji.ingan ke daerah-daerah ketika masa reses 

berlangsung ketimbang fact finding dalam arti yang mendalam melalui 

pelaksanaan hak angketnya. 

Hi.ibi.ingan ketja daliirti pengelolaan keuangan daerah antara Pemeriritah 

Kabupaten Sintang dengan DPRD Kabupaten Sintang dilakukan dalam rapat-

rapat pembahasan mengenai APBD. Adapun rapat-rapat pembahasan mengenai 

APBD adalah sebagai bedkut: 

Tabel 4.2. Rapat-Rapat Pembahasan Pada Tahap Penyusunan APBD 
Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 

Materi Rapat Frekuensi Keterangan 

Pembahasan Kebijakan umum 4 kali Rapat Paripi.ima 
Anggaran (KUA) Tahun 2015 
Pemoanasan Pliifoii. Pernitiiii.gan 4 l<iili Rap at Pari piirii.ii 

Anggaran Semen tara (PPAS) Tahun 
2015 
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Pembahasan Plafon Perhitungan i kali Rapat Paripurna 
Anggaran (PPA) Tahun 2015 
Penyampaian Rancangan Perda 1 kali Rapat Paripurna 
tentang APBD 
Rapat Kerja Anggaran dengan Unit 5 kali Rap at terbatas dengan 
Kerja Te!~ajt_ dengan Panitia Panitia Anggaran DPRD 
Anggaran DPRD 
Penyampaian Pendapat Panitia 1 kali Rapat Paripuma 
Anggaran DPRD 
Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD 1 kali Rapat Pari puma 
terhadap Rancangan Perda ten tang 
APBD 
Jawaban pemerintah terhadap 1 kali Rapat Paripuma 
piilidiiligan iiihiiih fraksi-fraksi DPRD 
terhadap Rancangan Perda ten tang 
APBD 
Pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD 1 ka1i Rapat Pari puma 
terhadap Rancangan Perda ten tang 
APBD 
Pengesiilian Rancangan Perda Ienlang lRa!i Rapat Paripiirna 
APBD 
Sumber: Sekretar1at DPRD Kabupaten Smtang, 2015. 

Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan: Kebijakan Pemerintah 

Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis; serta Penyesuaian 

akibat tidak tercapainya target Pemerintah daerah yang ditetapkan. Kebutuhan 

mendesak dalam ketentiian ini adalah untuk penaggulangan kerusakan sarana dan 

prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak 

cukup disediakan anggarannya dalarn pengeluaran tidak tersangka. Perubahan 

APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran tertentii 

berakhir. Jangka waktu 3 bulan dimaksudkan agar pelaksanaannya dapat selesai 

pada akhir tahun anggaran tertentu. 
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Rapat=rapat pembahasan pada tahap perubahan APED Kabupaten Sintang 

Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel4.3. Rapat-Rapat Pembahasan Pada Tahap Perubahan APED Kabupaten 
Sintang Tahun Anggaran 2015 

Materi Rapat Frekuensi Keterangan 
Penyampaian Rancangan Perda 1 kali Rapat Pari puma 
tentang perubahan APBD 
Rapat Kerja Anggaran dengan Unit 3kali Rap at terbatas dengan 
Kerja Terkait dengan Panitia Panitia Anggaran DPRD 
Anggaran DPRD 
Penyampaian Pendapat Panitia 1 kali Rapat Paripurna 
Anggaran DPRD terhadap perubahan 
APED 
Pandangan umum fraksi-frii.ksi DPRD 1 kiili Rapat Paripurnii 
terhadap Rancangan Perda ten tang 
perubahan APED 
Jawaban pemerintah terhadap 1 kali Rapat Paripurna 
pandangan umum fraksi-fraksi DPRD 
terhadap Raneangan Perda ten tang 
perubahiill APED 
Pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD 1 kali Rapat Paripurna 
terhadap Rancangan Perda ten tang 
perubahan APED 
Pengesahan Rancangan Perda tentang 1 kali Rapat Paripurna 
perubahan APED 
Sumber: Sekretartat DPRD Kabupaten Smtang, 2015. 

Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD 

mengenai pengelolaan Keuangan Daerah dan kinerja Keuangan Daerah dari segi 

efisiensi dan efektivitas Keuangan. Japoran pertanggungjawaban Keuangan 

Daerah tersebut merupakan dokumen Daerah sehingga dapat diketahui oleh 

masyarakat. 
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Setiap akhir tahun anggaran, Pemerintah Daerah wajib membuat 

perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan 

APBD dan APBD. Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi 

penenmaan dan anggaran penerimaan, maupun selisih antara realisasi 

pengeluaran dan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya. Alasan 

tersebut harus menetapkan apakah selisih tersebut disebabkan oleh faktor-faktor 

yang terkendali atau tidak terkendali. Selain dalam pembahasan APBD, hubungan 

kerja pengelolaan keuangan daerah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan 

DPRD Kabupaten Sintang dilakukan dalam pembahasan perda mengenai 

pertanggtihgj awaban dan peiigelolaan keuaiigan daerah. 

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD 

Kabupaten Sin tang cukup mengalami penguatan jika dibandingkan dengan fungsi 

laiiiiiya seperti fuiigsi legislasi. Dalam rehtang waktu masa bakti DPRD 

Kabupaten Sintang yang diangkat melalui Pemilu 2014, aktifitas pengawasan oleh 

DPRD dapat dilihat diantaranya dengan banyaknya panitia khusus (Pansus) dan 

kelornpok ketja yang betkaitan dehgan peiigawasan, salah satu yaiig dapat 

perhatian dari banyak kalangan adalah Pansus Perkebunan, Pertambangan dan 

sebagainya. Tidak demikian halnya dengan fungsi Jegislasi dimana inisiatif 

pernbuatan Petda rnasih didorniiiasi oleh Pernda, karena bel urn ada satupuii Petda 

yang berasal dari usul inisiatifDPRD. 
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Fungsi pengawasan, meliputi aktifitas memfasilitasi perkembangan 

kepentingan dalam masyarakat vis-a-vis agenda yang telah ditentukan oleh 

pemerintah. Lembaga perwakilan menilai apakah aktivitas pemerintahan masih 

selaras dengan aspirasi masyarakat, serta memastikan bahwa perkembangan 

aspirasi masih bisa di akomodir dalam rencana kerja pemerintah. Tugas dan 

wewenang pengawasan yang dimaksud dalam ketentuan ini, harus dibedakan 

dengan tugas pengawasan yang dilakukan oleh perangkat pengawas fungsional 

(Inspektorat Kabupaten Sintang). Tugas dan pengawasan yang dilakukan DPRD 

berada dalam dimensi politik, sedangkan tugas pengawasan yang dilakukan aparat 

pengawas fungsional betada dalam dimensi admirtistrasi 

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Sintang hubungan kerja yang bersifat 

vertikal antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan DPRD Kabupaten Sintang 

tidak pemalt dilaktikan. Menurutnya, arttara Perrterintah Kabtipaten Sintang 

dengan DPRD Kabupaten Sintang bukan merupakan hubungan keija antara 

pimpinan dan bawahan. Demikian pula hubungan kerja yang bersifat horisontal 

(hubtirtgan ketja arttat pejabat pada tingkat atau eselon yang sama) serta 

hubungan kerja yang bersifat diagonal (hubungan kerja antar pejabat yang 

berbeda induk unit kerjanya dan berbeda juga tingkat atau eselonnya) tidak pemah 

dilakukan. 
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Adapun hubungan kerja pengawasan antara Komisi=Komisi yang ada di 

DPRD Kabupaten Sintang dengan unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Sintang dapat dilihat pada Tabel berikut ini: 

Tabel4.4. Hubungan Kerja Pengawasan Antara Komisi=Komisi Yang Ada Di 
DPID Kabupaten Sintang Dengan Unit i<.erja Terkait Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang 

Komisi Di DPRD 
Kabupaten Sintang 

Komisi A (Bidang 
Pemerintahan) 

Komisi B 
Ekonoml 
Pembangunan) 

(Bidartg 
dan 

Komisi C (Bidang 
Keuangan dan 
Kesejahteraan Rakyat) 

Unit Kerja Terkait Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sintang 

• Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 
• Badan Pengawas Daerah (Bawasda) 
• Bagian Pertanahan 
• .Badan Kesbang Linmas 
• Rinas Kependudu~an dan Capil_ 
• Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 
• Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, 

Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Organisasi, 
Bagian Inkom serta Bagian Sante! dan PDE 
Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang 

• Bappeda 
• Dinas Pekerjaan Umum 
• Dinas Pertanian 
• Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
• Dinas Perdagangan dan Perindustrian 
• Dinas Perhubungan 
• Dinas Pertambangan dan Energi 
• Dinas Kebersihan dan Kebakaran 
• Dinas Pariwi sata dan Penanamart Modal 
• Baglan Ekbang dan Baglan Llngkungan Hidup 

Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang 
• Dinas Pendapatan 
• Bappeda 
• Badan Keluarga Berencana 
• Dinas Pendidikan 
• Dinas Kesehatan 
• Dirtas N akertrarts 
• Dlnas Soslai dan PM 
• RSUD 
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• Bagian Umum, Bagian Binsos, dan Bagian 
Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Sintang 

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang, 2015. 

Dari hasil wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Sintang diketahui 

bahwa hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan DPRD 

Kabupaten Sintang yang paling sering dilakukan adalah hubungan kerja yang 

bersifat fungsional yaitu hubungan kerja antara unit atau pejabat yang mempunyai 

bidang kerja sama. Hubungan kerja tersebut misalnya hubungan kerja antara 

Komisi-Komisi yang ada di DPRD Kabupaten Sintang dengan unit kerja terkait di 

lihgkUhgan Pemetintah Kabupateh Sihtang. 

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sintang menyatakan selain hubungan 

yang bersifat fungsional tersebut, antara DPRD Kabupaten Sintang dengan 

Perherihtah KabUpateh Sihtahg jUga serihg dilakUkan hUbUhgan kerja yang 

bersifat informatif yaitu hubungan kerja antar unit atau pejabat dengan tingkat 

atau bidang apa pun untuk saling memberikan dan memperoleh keterangan. 

Huburtgart keija tetsebiit paling tidak dilakukan 1 - 3 bulan sekali. Selaih itu, 

antara antara DPRD Kabupaten Sintang dengan Pemerintah Kabupaten Sintang 

juga sering dilakukan hubungan kerja yang bersifat konsultatif. Hubungan kerja 

irti adalah hiibiirtgart ketja antar pejabat yang katerta jabatartrtya betkeperttirtgart 

melakukan konsultasi antar satu dengan yang lainnya, misalnya antara Ketua 

Komisi A dengan Badan Pengawas Daerah (Bawasda), antara Ketua Komisi B 
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dengan Kepala Dinas Kimpraswil, antara Ketua Komisi C dengan Kepala 

BPKKD dan sebagainya. 

Untuk hubungan kerja yang bersifat direktif menurut Ketua Komisi A 

DPRD Kabupaten Sintang tidak pernah dilakukan. Hal ini disebabkan DPRD 

Kabupaten Sintang tidak mempunyai wewenang dan kewajiban untuk 

memberikan bimbingan, pengarahan, pertimbangan, saran atau nasehat dalam 

bidang kerja hierarkhis tertentu, dan dipihak lain unit kerja terkait di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sintang tidak mempunyai kewajiban melaksanakan 

bimbingan, pengarahan, pertimbangan, saran dan atau nasihat tersebut. 

Hiibiirtgan ketja yang betsifat koordirtatif antara Pemetirttah Kabiipatert 
I 

Sintang dengan DPRD Kabupaten Sintang cukup sering dilakukan. Hubungan 

keija tersebut dimaksudkan untuk memadukan (mengintegrasikan), menyerasikan, 

dan menyelaraskart betbagai keperttirtgan dan kegiatan yang salirtg betkaitart 

beserta segenap gerak, langkah, dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan 

dan sasaran bersama. Sementara itu, hubungan kerja yang bersifat informal yaitu 

hiibiirtgart ketja diluar urusart kedinasart juga setirtg dilakiikart antata anggota 

DPRD Kabupaten Sintang pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sin tang. 

Meniirut Ketua Komisi A DPRD Kabupatert Sirttartg, hiibiirtgart ketja 

antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan DPRD Kabupaten Sintang tidak 

pernah dilaksanakan melalui kebijakan bersama, melalui prosedur dan tata kerja 
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yang disusun bersama maupun melalui perencanaan bersama. Dikatakannya, 

hubungan kerja tersebut umumnya dilakukan melalui Rapat dan Taklimat 

(Briefing). Sehubungan dengan itu, untuk mengetahui sarana hubungan kerja 

melalui rapatorapat antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan DPRD 

Kabupaten Sintang tahun 2014-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.5. Sarana Hubungan Kerja Melalui Rapat-Rapat Antara Pemerintah 
Kabupaten Sintang Dengan DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2014 
-2015 

Volume/Jumlah 
Jumlah 

No Sarana Hubungan Kerja Pertahun 
2014 2015 

I Rapat Pari puma 30 21 51 
2 Rapat Paripuma Istimewa 2 I 3 
3 Rapat Paripuma Khusus 1 - 1 
4 Rapat FfiikSi 11 9 20 
5 Rapat Pimpinan DPRD 3 5 8 
6 :Raoat Panitia Musyawarah 6 8 14 
7 Rapat Komisi 6 7 13 

. 

8 Rapat Panitia Anggaran 12 16 28 
9 Rapat Panitia Khusus 10 13 23 
10 RapatKerja 12 18 30 
11 Rapat Dengar Pendapat 12 15 27 
12 Kunjungan Kerja 7 11 18 

Sumber: Sekretartat DPRD Kabupaten Smtang, 2015. 

Sarana hubungan kerja yang paling sering dilakukan Pemerintah 

Kabupaten Sintang dengan DPRD Kabupaten Sintang adalah melalui rapat 

paripuma, rapat kerja, rapat dengar pendapat serta rapat panitia anggaran. 

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Sintang, rapat-rapat tersebut dimaksudkan 

untuk menyatukan bahasa dan saling pengertian mengenai sesuatu masalah yang 
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akan dibahas dan memberikan pengarahan, memperjelas atau menegaskan suatu 

kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. 

Membuat peraturan tata tertib (Tatib) merupakan hak dari DPRD itu 

sendiri, dengan peraturan mana DPRD dapat menjalankan tugas dan 

kewenangannya, serta mengatur mekanisme kerja intern DPRD. Oleh sebab itu 

peraturan Tatib akan sangat berpengaruh pada terlaksananya peran dan fungsi 

dewan. Peraturan Tatib yang kaku dan rumit akan menyulitkan dewan dalam 

meningkatkan perannya. Idealnya Tatib adalah aturan yang mudah dipahami dan 

mampu memberikan keluwesan bagi anggota dewan untuk mengembangkan 

ki-eativitas dan berirtptovisasi dalaiii iiielahitkaii ptodiik-ptodiik legislatif yang 

berkualitas. 

Peraturan Tatib DPRD, merupakan penjabaran dari ketentuan-ketentuan 

yang iiieiiyangkiit dengan DPRD, seperti Urtdartg-iindang terttang Parpol, teiitang 

Pemilu, Undang-undang mengenai Susduk MPRIDPR dan DPRD serta undang­

undang yang mengatur pemerintahan daerah dan peraturan-peraturan lainnya. 

Dalam pertjelasart urtdartg-iindang Siisdiik MPRIDPR dart DPRD, khiisiis 

mengenai DPRD disebutkan : "0/eh karena itu hak-hak DPRD cukup /uas dan 

diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi 

kebijakan daerah dan melakukan fongsi pengawasan ". Hak-hak DPRD yang liias 

tersebut implementasinya antara lain sangat tergantung pada sejauhmana 
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peraturan Tatib menjabarkan dimaksud untuk dapat 

dioperasionalisasikan. 

Untuk berjalannya tugas dan kewenangan DPRD maka peraturan Tatib 

haruslah memberikan kejelasan bagaimana tata cara pengawasan itu dilakukan. 

Karena kalau tidak demikian maka kekeliruan dalam mengartikan fungsi 

pengawasan dapat berakibat awal munculnya konflik legislatif dan eksekutif 

daetah. Melihat pada isi peraturan Tatib DPRD Kabupaten Sintang, secata 

subtansi memang tidak mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu, 

beberapa bagian yang penting mengalami perubahan adalah kewenangan dan 

hak DPRD. Dalam peraturan Tatib yang sekarang, kewenangan DPRD lebih 

luas, clibanding peraturan Tatib DPRD sebelumnya. 

Dengan peraturan Tatib sekarang DPRD dapat memaksa seorang pejabat 

iiegara, atau pejabat pemetiiitahart dan juga warga negara lai:ii:iiya i.iiituk dimintai 

keterangan atau informasi mengenai suatu kasus atau permasalahan. Dalam hal 

terjadi penolakan terhadap panggilan DPRD yang bersangkutan dapat dikenakan 

ancamah melakiikah "contempt of parliament" disebut juga telah melakiikari 

pelecehan terhadap DPRD dan kasus ini dapat diancam sa.O.ksi hukum. 

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kepala 

daetah kepada ptesidert. Memirtta pertahggurtgjawabah Bupati Kepala Daetah dan 

menentukan anggaran sendiri. Dalam peraturan Tatib lama hal-hal tersebut tidak 

diatur. 
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Dengan gambaran seperti di atas, terjadi perubahan peraturan tata tertib 

yang makin memungkinkan DPRD meningkatkan fungsi-fungsinya, terutama 

dengan adanya pemisahan yang tegas antara kedudukan DPRD dan Pemda, tugas 

dan kewenangan Dewan yang makin luas, fungsi pengawasan yangjelas dan lebih 

luas. Pada peraturan Tatib yang lama tidak diatur secara jelas wewenang 

pengawasan yang akan dilakukan oleh DPRD, secara inplisit tertuang di dalam 

hak=hak DPRD. 

Sejauh mana peratuan tatib mampu mendorong terlaksananya fungsi 

DPRD Kabupaten Sintang dari satu periode ke periode berikutnya dapat ditinjau 

antata laiii dari aspek-aspek sebagai berikiit : 

(1) Kemandirian anggota dewan dalam pembuatan keputusan 

Dalam peraturan tata tertib DPRD yang lama memungkinkan 

petrtberheiitian anggota dewart trtelaliii trtekanistrte recall. Cara petrtberheiitiah 

seperti ini menunjukkan kuatnya peran dan kewenangan DPP (dewan pimpinan 

pusat) terhadap anggota partai meskipun ia sudah menjadi anggota DPRD. 

Idealrtya seorartg anggota dewiiii tidak hiiiiya trteiijadi iiiiggota partairtya tapi 

sudah menjadi wakil rakyat secara keseluruhan dan menperjuangkan aspirasi 

rakyat. Pada periode 1992-1997 dan 1997-1999 di DPRD Kabupaten Sintang 

tidak petrtah terjadi recall sebagaitrtarta diiirtgkap oleh trtahtart artggota periode 

tersebut dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Sintang lainnya. 
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Mekanisme recall sekarang tidak diberlakukan Jagi. Bagaimana 

kewenangan DPP mengontrol perilaku anggotanya di DPRD salah satunya 

tercermin dari kasus pemecatan 6 orang kader PDI Perjuangan Kabupaten Sintang 

yang 4 orang diantaranya adalah anggota DPRD Kabupaten Sintang dan dua 

orang Jagi jadi anggota DPRD di kabupaten pemekaran. 

Hasil wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Sintang sebagai berikut: 

Peraturan tatib sekarang memang sudah cukup demokratis jika 
dibanding Tatib iama, tapi saya rasa itu beium cukup memadai untuk 
mendukung pelaksanaan tugas-tugas dewan dan perlu dilakukan 
penyempurnaan-penyempumaan iagi agar tidak terjadi kesalahan 
interpretasi mengingat keterbatasan SDM anggota dewan, dan saya 
melihat kewenangan DPP terhadap anggotanya yang sudah duduk di 
Dewan tidak sekuat dulu, terutama karena recall sudah tidak ada lagi, 
memang baru-baru ini terjadi pemecatan 4 orang anggota dewan dari 
PDI-P oleh DPP-nya, tapi saya kira itu sebaiknya dikembalikan saja 
kepada intern partainya dan status keanggotaan mereka di dewan masih 
belum diputuskan. 

Sejauhmana perubahan kewenangan dan pengaruh DPP terhadap 

anggotartya di DPRD petidde lali.i di banding sekarahg juga rtiengerrtlika dari 

beberapa responden. 

Peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Sintang masa saya menjabat 
anggota dewan, terkesan agak kaku dan kurang memberi peluang bagi 
anggota untuk berinisiatif, ketergantungan anggota dewan pada DPP 
sangat kuat dan itu sangat berpengaruh terhadap pengembangan 
kertiainpilart anggota dalain trtelahii-kart petrtikitah dan gagasah­
gagasan baru, waktu !tu klta ieblh banyak menglkuti bagaimana 
kemauan eksekutif saja. 
Saya melihat peraturan tata tertib tidak begitu dipersoalkan oleh 
anggota DPRD, baru akan menjadi sorotan apabila teijadi 
permasalahan seperti misalnya kalau dulu recall, sekarang pencopotan 
anggota, atau ketika rapat-rapat dan pengambilan keputusan, dan itu 
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biasanya menyangkut mekanisme dan itu terjadi lebih disebabkan 
pemahaman yang berbeda terhadap Tatib sendiri. 

Mekanisrrie recall rriasih memurtgkirtkan seotartg kadet partai urttiJk tetap 

dan terns aktif sebagai anggota partai. Recall hanya mengakibatkan seorang kader 

kehilangan jabatan anggota legislatif. Sementara itu dengan pemecatan dari 

anggota partai berakibat meteka terancam kehilangan keanggotaan legislatifnya 

dan tidak menjadi kader partai lagi, karena seseorang menjadi anggota legislatif 

mewakili partainya. 

Dari permasalahan di atas dapat ditarik pelajaran, bagaimana seandainya 

anggota Parpol yang duduk di DPRD dipecat oleh partainya, tapi yang 

bersangkutan tidak mau mundur dari jabatan di dewan dengan alasan mekanisme 

recall tidak ada lagi. Kalau meteka dianggap wakil partai (partisan) maka 

gugurlah keanggotaannya di dewan. Tapi apabila hubungan antara wakil dengan 

pihak yang diwakili adala tipe kesatuan (varian Hoogerwerj), maka seluruh 

anggota Jembaga perwakilan merupakan wakil seluruh rakyat tanpa membedakan 

asal Parpol-nya, sehingga tidak mudah bagi DPP mencopot seorang anggota 

dewan. 

(2) Ruang bebas bagi anggota DPRD untuk berimprovisasi 

Peraturan Tata tertib DPRD akan memberi ruang terciptanya kreatifitas 

anggota dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan kata Jain peraturan Tatib 

tidak terlalu kaku. Berkembang tidaknya kreatifitas tersebut tergantung pada 
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sejauhmana Tatib itu membatasi ruang gerak mereka berimprovisasi. Dibanding 

dengan DPRD sebelum reformasi, dewan sekarang lebih independen dalam 

menjalankan tugas-tugasnya. Ini dikarenakan peraturan Tatib yang ada cukup 

memberi kebebasan bagi anggota untuk melaksanakan fungsinya, disamping 

kewenangan yang diberikan juga luas dan cukup jelas. Dengan kewenangan 

tersebut dewan sudah mampu menempatkan dirinya sejajar dengan eksekutif 

sebagai mitra kerja. Ini yang tidak terlihat pada DPRD masa lalu, dalam aturannya 

dia memang sebagai mitra tapi pada prakteknya intervensi eksekutif sulit 

dihindari. Pendapat senada juga dikemukakan beberapa anggota DPRD 

Kabupaten Sintanglainnya. 

Sejauh mana Tatib sekarang memberi kebebasan pada anggota dewan 

anggota DPRD Kabupaten Sintangberikut berpendapat. 

Kalau saya menilai. petatutan tata tertib sekatang irti terlalu luwes atau 
terlalu memberikan kebebasan kepada anggota DPRD untuk melaksanakan 
kewenangan dan fungsi-fungsinya, sehingga terkadang ada anggota dewan 
yang lepas kontrol karena keliru memahami paraturan tatib itu. Ini akan 
berdampak kurang baik pada kinerja anggota dewan itu sendiri. 
Memang kita lihat peraturan Tatib belum sempuma tapi untuk saat ini 
sudah memadai bagi menunjang tugas-tugas dewan, dan kita akui bahwa 
kewenangan DPRD yang sekarang begitu luas harus didukung oleh 
petatutan Tatib yang cukup memberikan keleluasaan bagi anggota dalarrt 
bertlndak, tap! dengan peraturan Tatlb yang ada sekarangpun sudah hanyak 
yang dapat diperbuat oleh DPRD. 

(3) Kejelasan isi 

Petatutan Tatib haruslah dibuat sedemikian rupa agar rrtarrtpu meharrtpling 

dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Peraturan itu sebaiknya tidak terlalu rurnit 
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sehingga mudah dilaksanakan. Melihat dari isi peraturan Tatib sekarang jika 

dibandingkan dengan Tatib sebelumnya, beberapa anggota DPRD Kabupaten 

Sintang mengemukakan antara lain : 

Peraturan Tatib sekarang sudah cukup aspiratif untuk mengimplementasikan 
demokrasi ke dalam fungsi-fungsi DPRD, jika dibandingkan· dengan 
peraturan Tatib masa lalu banyak peningkatan dan perbaikan yang 
memungkinkan DPRD itu iebih. berperan dan itu sangat diperlukan dalam 
mewujudkan demokrasi. 

Tatib yang dulu dengan peraturan Tatib sekarang saya kira tidak begitu 
ban yak berbeda, memang begituiah. barn (fatib) yang dapat kita perbuat, tapi 
rasanya sudah cukup aspiratif, hanya tinggal masalahnya apakah anggota 
dewan semuanya sudah mampu menterjemahkannya, karena hal ini sangat 
ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia yang ada. 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa isi Tatib sekarang sudah 

lebih aspiratif dan mencerminkan demokrasi jika dibandingkan dengan Tatib 

DPRD sebelumnya, pendapat yang sama juga mengemuka dari Sekretaris DPRD 

yang menambahkan bahwa dengan peraturan Tatib sekarang memungkinkan 

sekali bagi DPRD untuk menjalankan fungsinya apalagi ditunjang dengan 

pembiayaan yang sudah sangat memadai. Sedangkan ketua DPRD berpendapat 

bahwa peraturan Tatib sekarang cukup aspiratif dan mampu menunjang 

pelaksanaan fungsi dewan, dengan catatan tinggal bagaimana lagi anggota dewan 

menterjemahkannya, karena kekeliruan interpretasi mungkin saja terjadi dengan 

keterbatasan kemampuan SDM. Pendapat serupa juga disampaikan oleh wakil 

ketua, walau dalam redaksi yang berbeda. 

43009.pdf



88 

Pendapat=pendapat di atas menunjukkan bagaimana peraturan Tatib 
menjadi bagian yang sangat menentukan berjalan tidaknya fungsi DPRD 
secara maksimal. Seperti dikemukakan oleh Ketua DPRD, bahwa untuk 
memaksimaikan peiaksanaan fungsi DPRD peraturan Tatib yang sekarang 
ini perlu dijabarkan lagi karena tingkat kemampuan anggota (DPRD) 
untuk memahaminya sangat berbeda-beda, jadi perlu penjelasan lebih 
lengkap agar tidak terjadi kesalahan dalam menapsirkan cara-cara 
pelaksanaan tugas atau kewenangan. 

Agar suatu petatutan tata tertib DPRD mampu mendukung terlaksananya 

fungsi dan peran DPRD secara maksimal, maka peraturan itu sebaiknya tidak 

terlalu rumit, setidaknya ; memberikan batas kewenangan yang tidak begitu 

mengikat anggota dalam bertindak. Petatutan itu juga hendaknya membeti ruang 

yang terbuka bagi anggota dewan untuk berimprovisasi dan peraturan yang 

aspiratif akan menjadikan anggota dewan mampu bertindak aspiratif dalam 

memperjuangkan kepentingan rakyat. 

Struktur organisasi yang baik adalah struktur yang benar-benar mampu 

melayani tujuan organisasi. Oleh karena itu struktur organisasi menjadi salah satu 

faktor penentu bagi berjalan atau tidaknya tugas dan fungsi=fungsi organisasi. 

Bagaimana struktur mempengaruhi pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sintang 

seperti yang terungkap berikut ini dengan melihat beberapa indikator. 

(I ) Hirarkhi 

Jika diperhatikan struktur organ1sasi DPRD Kabupaten Sintang 

bentuknya tergolong sederhana dan flat. Bentuk demikian secara hirarkhi akan 

mempermudah rentang kendali, koordinasi dan jalur komando. Pendapat bahwa 
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struktur dewan tergolong sederhana juga diungkapkan oleh anggota DPRD 

Kabupaten Sintangberikut. 

Struktur DPRD sudah sederhana, tidak begitu hirarkhi, seharusnya itu 
memudahkan koordinasi serta pengambilan keputusan dan menunjang bagi 
lancarnya pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas dewan, tapi kadang yang 
terjadi koordinasi antar komisi atau anggota agak sulit, berakibat pada 
lambannya pengambilan keputusan, ini kita maklumi karena ini (DPRD) 
kan lembaga politik banyak kepentingan harus diakomodasi apalagi 
dengan banyaknya partai dewasa ini. 

Sementara salah seorang anggota DPRD mengatakan bahwa secara prinsip 

struktilr dewart pedode lalU deiigart sekararig tidak banyak berbeda, pengalam:ili 

masa lalu menunjukkan bahwa keputusan-keputusan yang diambil di DPRD 

seperti misalnya pembahasan Perda dan kebijakan lainnya lebih cepat dibanding 

sekarang. Waktti itii dominasi ekSekiitif kilat sekali partai di dewan h:mya sedikit, 

sekarang dengan adanya wakil banyak partai di DPRD memang keputusan yang 

diambil lamban, tapi terlihat lebih demokratis. Ditambahkan lagi bahwa 

mekartisme kerja yang diatiit Tatib sudah merhadai, setiap tapat memaiig seting 

berjalan alot. Menurutnya itu sebagai dinamika demokrasi yang wajar, disamping 

juga disebabkan kemarnpuan SDM dan pengalaman sebagian anggota DPRD 

yang masih minim jika dibartdirtg dertgan SDM Pemda. Hal irti betakibat pada 

lambatnya pengambilan keputusan. 

Hirarkhi organisasi temyata tidak begitu mengganggu jalannya tugas-tugas 

dewart, riarrtiirt karerta DPRD adalah lembaga politik, maka apa yang terjadi di 

dalamnya banyak dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, terutama dengan 

43009.pdf



90 

banyaknya Parpol yang duduk di DPRD dan SDM yang kurang memadai 

berakibat pada lambannya pengambilan keputusan. 

(2) Cara pengambilan keputusan 

Proses pengambilan keputusan dalam rapat sedapat mungkin diupayakan 

dengan cara mufakat. Apabila musyawarah atau mufakat belum tercapai, maka 

pimpinan DPRD dan ketua-ketua fraksi berusaha mendapatkan kata mufakat 

dengan pihak yang belum memberikan kata mufakat. Jika usaha mufakat tidak 

tercapai keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak secara lisan atau 

tertulis. Keputusan dengan cara tersebut adalah keputusan yang ditetapkan 

lietdasarkart pemtiiigtitart stiata deiigan jumlah sliata yang diperoleh leliih dati 

setengah jumlah anggota DPRD yang hadir dan didukung oleh sekurang-

kurangnya dua fraksi. 

Bagaimarta ptoses pengambilai:J stiatu keputusan di DPRD Kabtipatert 

Sintang dikemukakan oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten Sintanganggota 

legislatif dan eksekutif daerah berikut ini. 

Ptoses pemliahasart Rap erda APBD di DPRD sekatang memartg cuktip stilit 
. . ·-

dan terkadang berbelit-belit, tidak seperti periode lalu dimana pembahasan 
APBD bukanlah hal yang rumit, mungkin ini disebabkan sebagian anggota 
dewan yang masih baru dan bel urn berpengalaman. 
Setiap rancangan baik Raperda yang datang dari Pemda, itu tetap kita bahas 
secara mendalam, sekarang dengan kewenangan yang cukup luas kita harus 
mampu berbuat lebih baik dari masa periode lalu, memang kita akui proses 
pengambilan keputusan sekarang ini labih sulit dibanding masa lalu, salah 
satti selialirtya sekatang irti kan kita tahu Pa.rpol di Dewan itti lianyak. 
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Banyaknya wakil Parpol di DPRD sekarang temyata berdampak pada 

sulitnya pengambilan keputusan dalam waktu singkat, hal ini disebabkan disadari 

atau tidak para wakil partai tersebut juga membawa agenda dan pertimbangan 

kepentingan partai dalam pengambilan keputusan. Kondisi demikian 

menyebabkan setiap keputusan yang diambil sering kali pada tingkat tataran yang 

paling minimal, sehingga apa yang dihasilkan bukanlah suatu hasil yang 

maksimal. Proses pengambilan keputusan dengan sedikit Parpol di DPRD relatif 

lebih cepat dan mudah dilakukan. Namun perlu dicatat dominasi eksekutif 

terhadap DPRD waktu itu jauh lebih kuat. 

(3) Kootdirtasi arttat alat kelertgkapart DPRD 

Koordinasi mutlak diperlukan dalam suatu organisasi. Organisasi yang 

merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa sub sistem, sulit untuk 

betgetak sertditi-sertditi. Dertgart kootdinasi akart daj:iat ditirtgkatkart efisiertsi dart 

efektifitas kegiatan organisasi. Menurut peraturan Tata tertib DPRD Kabupaten 

Sintang, termasuk kedalam tugas dan kewajiban pimpinan dewan diantaranya 

adalah mertgkootdirtasikart komisi-komisi dart mertgkoordinasikart kepartitiaan. 

Proses kciordinasi di DPRD Kabupaten Sintang biasanya lebih banyak 

berawal dari inisiatif pimpinan. Koordinasi dapat dikatakan berhasil jika pimpinan 

bethasil mertgatasi kebiirttuart dalam suatu proses mertgambilart kej:iiitiisart, 

akhimya dapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Proses koordinasi di 

DPRD Kabupaten Sintang ditempuh melalui jalur-jalur lobby atau lisan dan juga 
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secara tertulis. Jalur atau mekanisme lobby seringkali digunakan bila tidak 

diperoleh kesepakatan dalam menetapkan suatu keputusan. Seperti yang 

diutarakan beberapa anggota DPRD Kabupaten Sintangbahwa jalur lobby cukup 

efektif untuk mengatasi kebuntuan (dead lock) dalam proses pengambilan 

keputusan namun menyita banyak waktu karena harus berkomunikasi atau 

berhubungan dengan banyaknya fraksi dan komisi. 

Sementara koordinasi secara tertulis berlangsung ketika p1mpman 

menyurati ketua fraksi atau komisi-komisi untuk membahas suatu masalah yang 

termasuk tugas dewan, seperti pemberitahuan acara pembahasan Raperda. 

KebethasiHi.ii kootdinasi dengan cata tertulis tersebut ditehtukan juga oleh 

kecepatan pelayanan yang diberikan oleh petugas sekretariat dewan dalam 

· menyampaikan surat atau pesan tertulis dari pimpinan dewan kepada anggota. 

Seperti yang pemah diilhgkapkan oleh Sekwah kepada penulis, bahwa petiigas 

bagian surat-menyurat di sekretariat jumlah dan kemampuannya untuk 

menjalankan tugas cukup memadai. 

Pendapat betikut menggambatkan bagaimana kootdihasi di DPRD 

Kabupaten Sintang. 

Koordinasi memang agak sulit diantara anggota dewan, karena dengan 
banyaknya partai-partai politik yang terwakili di dewan, tampil dengan 
aspirasi atau kepentingannya masing-masing, beda dengan dulu yang 
hanya punya sedikit parpol. Ada istilah yang berkembang, di masa 
otde barn mujakat dulu baru musyawarah, kalai.i sekatang 
musyawarah dulu barn mujaiwt. 
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Pandangan yang hampir sama dikemukakan juga oleh anggota DPRD 

Kabupaten Sintanglainnya, bahwa dalam hal pengambilan keputusan untuk 

penetapan suatu kebijakan (publik) sekarang ini lebih sulit dibanding periode lalu, 

dan perlu waktu yang relatif lama. Cepat atau lambatnya mekanisme kerja di 

dewan juga akan menentukan seberapa besar fungsi-fungsi dewan itu 

berjalan.Namun mereka menilai suasananya terbuka dan demokratis. 

Banyaknya Parpol di DPRD juga mempengaruhi jalannya koordinasi 

antar komponen di dalam dewan, untuk mencapai kesepakatan menjadi sulit yang 

berakibat pada Iambatnya proses pengambilan keputusan. Hal ini juga disebabkan 

tirtgkat pertgalaman artggota dewart dalam memahami bidang ti.@isrtya. Berbeda 

dengan kondisi DPRD sebelumnya koordinasi di dalam dewan lebih mudah 

dilakukan dengan hanya sedikit parpol, sehingga pengambilan keputusan lebih 

miidah. 

Pemilu tahun 2014 telah menghasilkan 35 orang yang berhak untuk 

menduduki keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 

Sirttang masa bhakti 2014 - 2019. Dati 3 5 orang tersebiit memiliki Jatar belakartg 

parpol, sosial dan pendidikan yang berbeda. Sebagaimana penjelasan tersebut 

diatas, maka tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Sintang dapat 

dibedakart mehjadi : 

a. Pendidikan formal 

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, anggota DPRD Kabupaten Sintang 
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periode 2014 - 2019 sebagian besar berpendidikan sarjana, dan bahkan 50% lebih 

sudah berpendidikan strata satu. Garnbaran tingkat pendidikan anggota DPRD 

tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

Garnbar 4.1. Tingkat Pendidikan Anggota DPRD 

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Sintang, Tahun 2012 

•52 

-51 

• Diploma 

•SLTA 

Dari gambar di atas terlihat bahwa 6 orang atau 17,41% berpendidikan S2, 

19 orang atau 54,28% berpendikan S 1, 2 orang atau 5,71% berpendidikan 

Diploma, dan 8 orang atau 22,85% berpendidikan SLT Nsederajat. Dari aspek 

pendidikan ini, jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, 

keanggotaan DPRD saat ini jauh lebih baik, dan hal ini setidaknya menjadi modal 

utarna untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga legislatif. Jika dilihat dari 

komposisi jumlah laki-laki dan perempuan di DPRD Kabupaten Sintang, maka 

laki-laki lebih dominan jumlahnyajika dibandingkan dengan jumlah perempuan. 

Dalarn penelitian ini ditemukan perbedaan diantara kelompok pendidikan 

yang bervariasi . Seperti kebanyakan studi lain tentang sikap politik, 

memperlihatkan bahwa apa yang dicapai dibidang pendidikan terlihat mempunyai 

pengaruh penting terhadap sikap politik. Orang yang tak terdidik atau orang yang 
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mendapat pendidikan terbatas adalah aktor politik yang berbeda dengan orang 

yang telah mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ada sejumlah sebab 

untuk ini, satu diantaranya adalah bahwa perbedaan pendidikan berkaitan erat 

dengan perbedaan karakteristik sosial lainnya. Dengan demikian, apabila tingkat 

pendidikan dijadikan sebagai indikator mengenai tingkat pemahaman anggota 

legislatif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat, 

maka dapat disimpulkan bahwa secara umum anggota Dewan yang memiliki 

tingkat pendidikan lebih tinggi akan lebih memahami teknik dan mekanisme 

badan legislatif serta aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Apabila hubungan 

antata pendidikan dengan kemampiian anggota legislatif tersel:iut merupakan 

kenyataan, maka dapat dimengerti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, 

semakin tinggi pula kemampuan anggota dalam memahami hakekat masyarakat 

dan l:iadan legislatif. 

Sejumlah informan juga berpendapat bahwa kualitas pendidikan formal 

anggota DPRD Kabupaten Sintang sudah baik, salah satunya adalah Sekretaris 

Daetah Kal:itipatert Sin tang. 

"Komposisi anggota DPRD saat ini, bila dilihat dari segi pendidikan . . 
formal sudah berkualitas, karena dari 100 orang anggota DPRD, tidak ada 
separoh yang berpendidikan SLT A kebawah, bahkan sudah banyak yang 
smjana dan SZ". 
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b. Pendidikan Non Formal. 

Disamping pendidikan formal, semua anggota legislatif daerah juga 

memiliki pendidikan non formal dari kursus-kursus, pelatihan-pelatihan dan 

kegiatan=kegiatan diikutinya baik yang diselenggarakan oleh partainya maupun 

lembaga lain. Pendidikan non formal ini dapat menunjang anggota Dewan dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terlebih lagi bagi anggota Dewan yang 

memiliki pendidikan formal yang terbatas, sehingga harus dilengkapi dengan 

pendidikan non formal yang memadai. 

Adapun pendidikan non formal yang pemah diikuti oleh anggota DPRD 

Kabupaten Siritartg adalah sebagai betikut: 

1. Pembekalan pelaksanaan tugas bagi anggota DPRD yang baru 

diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI 

2. Bimbirtgan Tekrtis Perigtiatart Kapasitas DPRD daliiirt Peiiytistirtart Ptoduk 

Hukum Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri RI 

3. Pelaksanaan konsultasi baik ke Kementerian maupun lembaga-lembaga 

pemetirttah Pusat 

4. Pelaksanaan kaji terap/studi banding ke daerah- daerah lainnya yang sudah 

maJu 

Dari basil wawancara dan pengamatan dilapangan, semua anggota DPRD 

Kabupaten Sintang telah dibekali dengan pendidikan non formal dari Partainya 
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masingomasing, dengan kata lain tingkat pndidikan non formal anggota Dewan 

secara keseluruhan sudah baik, namun tentunya terdapat perbedaan diantara 

masing-masing anggota, baik mengenai jenis dan lamanya pendidikan non formal 

itu berlangsung serta sikap dari anggota Dewan dalam mempergunakan 

pendidikan non formal tersebut melalui praktek dilapangan khususnya dalam 

melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat. Berikut ini adalah pendapat 

anggota Fraksi DPRD Kabupaten Sintang. 

"Semua anggota Dewan pemah mengikuti pendidikan non formal baik 
yang diadakan oleh partai masing-masing, maupun yang diikuti atas dasar 
inisiatif sendiri/diluar partai, baik yang jangka pendek maupun jangka 
panjang" 

Dari pembahasan mengenai faktor pendidikan sebagaimana terse but diatas, 

nampak bahwa dalam konteks DPRD Kabupaten Sintang, tingkat pendidikan 

(baik formal maupun non formal) pengaruhnya kecil terhadap kinerja Dewan. 

Karena dari segi kualitas pendidikan anggota DPRD secara keseluruhan sudah 

baik. Sejumlah informan yang diwawancarai juga mengatakan hal senada, seperti 

PLH Sekretaris DPRD Kabupaten Sintang, mengatakan bahwa tingkat pendidikan 

bukan merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja Dewan dan tidak bisa 

dijadikan sebagai suatu ukuran untuk menilai kinerja DPRD. 

"Perlii diketahiii bahwa anggota DPRD lahir bi.ikan didasarkart pada 
kualitas pendidikan, akan tetapi ditentukan oleh pilihan rakyat, sehingga 
komposisi anggota DPRD tidak bisa dilihat dari komposisi kualitas 
pendidikan akan tetapi dari kemampuan menghimpun suara melalui partai, 
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dan pendidikan belum tentu menjamin kinerja Dewan, apabila tidak 
dilengkapi dengan pengaiaman-pengalaman yang lain". 

Disamping pendapat di atas, salah seorartg subjek pertelitiart 

menambahkan, bahwa : 

"Kualitas pendidikan formal tidak begitu berpengaruh terhadap kinerja 
Dewan secara keseluruhan, karena mereka bekerja dalam satu Tim 
(misalkan dalam komisi) yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki 
kualitas pendidikan yang berbeda-beda. Jadi kalau kalau ada anggota 
Dewan yang pertdidikanrtya ktitang, bisa di beck-up oleh anggota Dwan 
yang hun, kecuail apablia seluruh anggota Dewan memang berpendldlkan 
rendah semua, baru itu_ mempengaruhi_ kinerjanya, tapi tidak. menjamin 
bahwa apabila pendidikan anggota Dewan tinggi semua lalu dapat 
menghasilkan kinerja yang baik karena masih ada faktor-faktor lain yang 
lebih penting dan berpengaruh seperti pengalaman politik". 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa mengenai tingkat pendidikan 

formal memang berpengaruh, karena anggota DPRD yang memiliki tingkat 

intelektual yang tinggi apabila tidak bisa mengerti, memahami dart tidak 

dipercaya masyarakat, tidak akan menolong meningkatkan produktivitas DPRD 

itu sendiri. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas DPRD, masalahnya 

bukan semata-mata pada tirtgkat pertdidikan formal para anggotartya, tetapi 

terutama pada tingkat pemahamannya kepada rakyat (terhadap aspirasinya, 

kebutuhannya dan masalahnya), tingkat keberanian untuk memperjuangkannya 

secara proporsional serta memperoleh kepercayaan masyarakat. Pertdapat ini 

didasarkan pada beberapa hal, pertama, bahwa secara politik memilih anggota 

DPRD adalah hak politik rakyat, sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Rakyat 
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bebas menentukan pilihannya terhadap orang yang dipercayainya, bukan soal 

kesarjanaannya. Kedua, bahwa Dewan dan para anggotanya merupakan cerminan 

dari masyarakat, sehingga kualitas Dewan dan anggotanya merupakan cerminan 

dan gambaran dari kualitas masyarakat secara keseluruhan. 

Pengalaman adalah suatu penghayatan akan makna dari setiap problem 

yang ditemukan dalam pekerjaannya, yang mendorongnya untuk menjadi seorang 

inovator yang bersedia merubah diri, karena belajar terns menerus dari 

lingkungannya (Fanggidae; 1975,14). Pengalaman tidak sekedar berhenti dalam 

alam pikiran, tapi diwujudkan dalam emosi, sikap, perbuatan, pandangan dan 

ketrampilan. Setiap peiigalaman sehiirtisiiya meiiyiimbaiig sesiiatii uiitiik 

menyiapkan seorang pribadi bagi pengalaman berikutnya yang bersifat lebih 

dalam dan lebih luas. Dan itulah yang justru merupakan arti dari pertumbuhan, 

korttirtiiitas dart rekonstii.iksi pertgalaman. Pengalamart dapat mehiiiitun ptoses 

berpikir seseorang sehingga orang tersebut dapat bertindak benar dan bijaksana. 

Berkenaan dengan hal tersebut, seorang anggota DPRD disebut 

berpengalaman jika ia sertarttiasa menghasilkart katya/pandangan barn dalam 

bidangnya, bersikap adaptif dan inovatif, senantiasa mengikuti dan menyesuaikan 

diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selalu merubah 

strategi pendekatartrtya dalam mertartgarti masalah pembartgi.inart, dart senarttiasa 

meningkatkan ketrampilan profesioanalnya sebagai anggota DPRD. Pendapat 
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diatas dibenarkan oleh sebagian besar informan yang berhasil diwawancarai, 

diantaranya anggota Fraksi DPRD Kabupaten Sintang. 

"Pada prinsipnya, pengalaman seseorang secara signifikan berpengaruh 
terhadap pelAksanaan tugas-tugas yang diemban oleh anggota Dewan, 
karena pengalaman tersebut akan menjadi dasar pijakannya dalam 
menghadapi suatu masalah, disamping itu akan memberikan tambahan 
dalam berfikir, bersikap dan bertindak, termasuk dalam memanage 
permasalahan''. 

Berkaitan dengan penelitian tnt, rnaka pengalaman disini dibedakan 

menjadi: 

a. Pengalaman di lembaga legislatif 

Pengalaman anggota DPRD yang pemah duduk dalarti lernbaga legislatif 

sebelumnya berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

yang diembannya saat ini sebagai wakil rakyat, paling tidak dia dapat 

mengetahui kekurangan=kekurangan yang ada pada periode sebelurnnya 

untuk kemudian berusaha memperbaikinya dengan langkah-langkah yang 

lebih tepat. Hal ini sejalan dengan pendapat informan yang berhasil 

diwawancarai, yakni salah seorang Wakil Ketua DPRD Kabupaten 

Sin tang. 

"Pengalaman yang dimiliki oleh anggota DPRD yang pernah duduk 
di lembaga Legislatif cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dewan, karena dia bisa 
mengetahui kcndala-kcndala yang ada dari periode sebelumnya, 
sehingga pengalaman yang dimiliki oleh anggota yang pemah 
duduk dilembaga legislatif tersebut dapat memhantu memecahkan 
persoalan yang dihadapi". 
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Salah seorang anggota Fraksi DPRD Kabupaten Sintang menarnbahkan, 

bahwa: 

"Pengalarnan sebagai anggota legislatif jelas sangat berpengaruh, 
karena anggota I)plU) yang pemah duduk di lembaga legislatif 
tidak perlu belajar lagi bagaimana harus berperan sebagai anggota 
Dewan, lain halnya dengan yang belum pemah sarna sekali, paling 
tidak pada etika, sikap dan pemahaman tentang jalannya 
pemerintahan". 

Berdasarkan data yang ada pada sekretariat DPRD Kabupaten Sintang, dari 

35 orang sebanyak 11 orang anggota Dewan yang sebelumnya pernah 

duduk dalarn lembaga legislatif, sedangkan sebanyak 24 orang baru 

menjadi anggota DPRD. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengalarnan 

dilembaga legislatif masih rendah. 

b. Pengalarnan dalam Organisasi Kemasyarakatan 

Pengalaman anggota DPRD dalarn Organisasi Kemasyarakatan sangat 

penting sebagai bekal mereka untuk melaksanakan tugas. Hal ini 

dikemukakan oleh salah seorang anggota DPRD berikut ini: 

"Pengalaman anggota DPRD dalam organisasi kemasyarakatan 
sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja Dewan, karena 
apabila anggota Dewan sudah terbiasa atau berpengalarnan dalam 
organisasi kemasyarakatan, maka dia akan terbiasa dengan tugas­
tugas yang akan dihadapi sebagai anggota Dewan, karena tugas 
sebagai anggota Dewan bisa dikatakan berlangsung selama dua 
puluh empat jam, sehingga apabila ia tidak terbiasa, maka akan sulit 
menyesuaikan diri" 
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Dari hasil pengamatan di lapangan, sebagian besar anggota DPRD 

Kabupaten Sintang telah memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam 

organisasi kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan pendapat salah seorang 

anggota Fraksi DPRD Kabupaten Sin tang. 

"Setiap anggota DPRD pasti pernah aktif dalam organisasi 
kemasyarakatan baik itu dalam lingkup kecil sampai iingkup 
nasional, meskipun tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa 
anggota Dewan yang tidak begitu aktif dalam organisasi 
kemasyarakatan". 

c. Pengalaman Dalam Partai Politik 

Pengalaman dalam partai politik ini sangat berpengaruh terhadap 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diem ban anggota Dewan sebagai 

wakil rakyat Karerta bagaimanapun peiigalaman irti akan sangat 

menentukan tingkat kematangan dalam berpolitik, sebagaimana 

diungkapkan oleh salah seorang informan dalam penelitian ini. 

"Pertgalaman anggota DPRD dalam partai politik terttii sangat 
berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan, 
karena anggota DPRD akan selalu membawa misi dari garis 
kebijakan partai, melalui fraksinya masing-masing". 

Pengalaman dalam partai politik ini dapat dilihat dari lamanya anggota 

Dewan aktif dalam organisasi politik!partainya. Dari hasil Observasi, 

terlihat bahwa ada beberapa anggota Dewan yang belum lama 

berkecimpung dalam dunia politik, hal ini seiring dengan terbukanya kran 

demokratisasi dalam masyarakat yang menghasilkan pemilu multi partai 
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sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian anggota 

legislatif Kabupaten Sintang yang kurang berpengalaman dalam 

organisasi politik. Sebenarnya sistem pemilu yang kita anut sudah sangat 

memadai untuk mendapatkan wakil rakyat yang representatif, namun 

mekanisme pelaksanaan sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar 

yang kita anut, telah banyak memunculkan tokoh-tokoh masyarakat 

karbitan. Penggunaan Vote Getter yang dikenal selarna ini, telah membuka 

kemungkinan bagi munculnya tokoh yang sama sekali tidak dikenal oleh 

masyarakat. Hal ini diperkuat dengan pendapat salah seorang W akil Ketua 

DPRD Kabtipateh Sihtiihg. 

"Memang disadari masih ada beberapa dari anggota Dewan yang 
karier politiknya masih bersifat karbitan dan kelihatan sangat 
dipaksakan, dalam hal ini mereka belum lama berkecimpung dalam 
dunia politik". 

Dari ketiga variabel pengaruh tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pengalaman baik sebagai anggota DPRD, pengalaman di organisasi 

kemasyarakatan, pengalaman di partai maupun pengalaman lainnya seperti 

sebagai pengusaha, dosen dan sebagainya merupakan faktor yang cukup 

mempengaruhi kinerja dewan, karena dengan pengalamannya itu, anggota dewan 

dapat menggali informasi yang berkualitas, valid dan dapat memanfaatkan 

informasi yang ada secara lebih tepat, sehingga dapat melakukan pengambilan 

kebijakan yang tepat pula. Faktor kedua adalah pentingnya datalinformasi, 
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sedangkan faktor pendidikan menempati pos1s1 terakhir karena pengaruhnya 

terhadap kinerja Dewan relatifkecil. 

C. Pembahasan 

1. Pengawasan Langsnng 

Hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan APBD 

idealnya bersifat harmonis, dinamis dan tetap. (Sadu Wasistiono ;2000; 30). 

Hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan tetap itu akan tercipta bila 

komunikasi sebagai salah satu faktor berpengaruh terhadap baik buruknya 

hubungan tersebut, juga harus berada pada kondisi atau tataran yang harmonis. 

Komurtikasi arttata kediia Iembaga ihi mehjadi sartgat mehehtiikart tehitama dalam 

hal menangani kegiatan yang menjadi tugas bersama, seperti pelaksanaan APBD. 

Dimaksud dengan hubungan timbal balik disini adalah hubungan yang 

terjadi arttara legislatif-eksekutif yartg timbul karerta adartya salihg keterkaitart 

antara keduanya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Berhubungan 

dengan itu beberapa anggota DPRD Kabupaten Sintang berpandangan terkadang 

tetjadi distotsi komtihikasi art tara Iegislatif daetah dertgart eksekiitif daetah dalam 

pembahasan APBD, ini mungkin karena paradigma yang sudah berubah ketika 

dulu terjadi dominasi eksekutif terhadap legislatif, sekarang dengan adanya 

tefotmasi dart atutart baru kart patadigmartya sudah lain, jadi kita harusrtya sama­

sama menyesuaikan dirilah, tapi rnudah-mudahan ini hanya gejala sesaat 

mengingat rnasih dalam masa transisi. 
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Da1am sistem pemerintahan daerah, partai partai politik yang memiliki 

keterwakilan atau kursi di DPRD secara jelas dan tegas pasti akan 

memperjuangkan aspirasi politik dari para konstituennya yang hams diakomodir 

dalam APBD. Disisi lain, Bupati Kepala Daerah, karena dipilih langsung oleh 

rakyat, juga akan memperjuangkan aspirasi rakyat, jika kepentingan ini dieliminir 

oleh kepentingan parpol dan kelompok rakyat tertentu, maka kebijakan yang 

ditetapkan justu akan mengarah pada perpecahan atau disharmoni. Untuk 

membangun dukungan politik Kepala Daerah dibutuhkan koordinasi, negosiasi 

dan kolaborasi serta konsensus-konsensus lain dengan DPRD sehingga Kepala 

Detali dapat mehyatiikan visi, misi dan program. ketja pem.ban.guhan daetali dalam 

jangka waktu lima tahun ke depan melalui APBD. 

Terdapat sebanyak tiga bentuk pola hubungan antara eksekutif dengan 

legislatif dalam pembaliasan APBD. Ketiga berttuk itu adalali; pertdilia, berttuk 

komunikasi dan tukar-menukar informasi, kedua, bentuk kerjasama antara 

berbagai subjek, program, masalah dan pengembangan regulasi; ketiga, klarifikasi 

atas betbagai petsoalan.. Sem.erttata menurut Anderson (1996), hubungan. ekseklitif 

dan legislatiftidak semata atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

tetapi juga berdasarkan konsensus-konsensus etis dan nilai-nilai budaya lokal. 

Berttuk huburtgan an.tata eksekutif dertgan legislatif pada prirtsiprtya ada 3 (tig,a) 

pola, pertama, bentuk hubungan searah positif, hal ini terjadi apabila antara 

eksekutif dan legislatif mempunyai visi yang sama dalam menjalankan tata kelola 
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pemerintahan yang baik "good governance"; kedua, bentuk hubungan konflik, 

akan terjadi apabila antara eksekutif dengan legislatif saling bertentangan visi, 

misi dan tujuan daerah, dan ketiga, bentuk hubungan searah negatif, hal ini akan 

terjadi apabila eksekutif dan legislatif berkolaborasi secara tersembunyi dari 

publik atau lebih pada kepentingan kelompok-kelompok eksekutif dan atau 

legislatif, karena lepas dari partisipasi, dan pengawasan publik (Kaloh, 2007). 

Kaloh (2009:155) menyatakan bahwa bentuk hubungan antara eksekutif 

dengan legislatif dalam pembahasan APBD yaitu pola dominasi eksekutif, 

dominasi legislatif dan hubungan proporsional atau seimbang. Oleh karena itu 

betbagai upa.ya. Bupati Kepala Daetah membanglirt dukurtgan Politik dertgan 

DPRD antara lain dengan mengerahkan segala sumber daya dan potensi, 

menyamakan persepsi, visi dan misi antara lain: dengan membangun komunikasi 

politik, baik secara formal maupurt informal sehirtgga ptoses pemetirttaha.rt, 

pembangunan dan kemasyarakatan dapat berjalan lebih baik dari sebelumnya. 

Untuk mencapai kondisi ini, dibutuhkan sebuah strategi komunikasi politik secara 

formal dan komurtikasi politk secara informal, yang berttuk-berttukiiya mertcaktip 

koordinasi, membangun jejaring, negosiasi (termasuk di dalamnya adalah 

kolaborasi dan consensus) dan membuat kebijakan aspiratif dan membangun 

komurtikasi dertgart media. 
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2. Pengawasan Tidak Langsung 

Ruang Lingkup Komunikasi dalam pembahasan APBD adalah 

menyangkut hal-hal yang menjadi bahan dalam komunikasi antar lembaga 

tersebut, seperti tugas=tugas atau kewenangan yang hams mereka kerjakan secara 

bersama, yang materinya hams mereka komunikasikan, yang dikenal juga dengan 

hal-hal yang bersifat kedinasan. 

Sepanjang yang menyangkut kepentingan rakyat, tugas•tugas 

pemerintahan dalam artian umum tetap akan dilaksanakan, seperti pembahasan 

APBD, pengawasan dan lainnya. Kutipan wawancara lanjutan dengan informan 

iiieiiilai hiiliwa komunikasi antata leiiibaga eksekiitif dan legislatif daetiili 

Kabupaten Sintang dalam pembahasan APBD yang saat ini tidak harmonis belum 

berakibat fatal terhadap terselenggaranya pemerintahan di daerah seperti 

tethentirtya kegiatan pembanguiian dan pelayanan. Dampak koniiliiikasi yang 

demikian memang tetap ada seperti pengesahan Perda yang pada umumnya 

terlambat atau makan waktu lama, dengan kata lain terjadi kelambanan dalam 

ptoses peiiibtiatan kebijakan dart impleiiieiitasirtya. 

Transparansi adalah komunikasi yang dilakukan materinya saling 

dipahami oleh kedua lembaga dan dapat diketahui secara jelas oleh masyarakat. 

Dertgan deiiiikian masyarakat dapat iiiertilai sej auh mana leiiibaga legislatif dan 

eksekutif telah berbuat untuk kepentingan rakyat. Dari sisi ini akuntabilitas 

mereka dapat dilihat langsung oleh masyarakat. 
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Komunikasi DPRD dengan Pemda Kabupaten Sintang sekarang jauh lebih 

terbuka jika dibanding dengan zaman Orde Baru, dimana semua orang sekarang 

bisa mengetahui apa yang terjadi baik di Pemda ataupun DPRD. Pendapat yang 

hampir sama dikemukakan juga oleh kepala Badan Kesatuan Bangsa dan 

Perlindungan Masyarakat, dengan menambahkan bahwa dominasi eksekutif 

terhadap DPRD dimasa lalu sebagai salah satu sebab juga komunikasi antar 

keduanya lancar=lancar saja. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Memperhatikan data hasil penelitian serta tujuan dan ruang lingkup 

penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Fungsi pengawasan langsung DPRD Kabupaten Sintang terhadap APBD 

dibagi dalarn beberapa kelompok, diantaranya: (a) merespons pengaduan 

masyarakat, (b) pengawasan ke unit layanan, (c) pengawasan ke SKPD, dan 

(d) pengawasan kepada Kepala Daerah. Pengawasan langsung anggota DPRD 

terhadap APBD antara lain aktif dalarn mencari dan menggali data/informasi 

tersebut melalui kunjungan ke daerah-daerah. Pengawasan langsung oleh 

DPRD Kabupaten Kabupaten Sintang yang dilakukan mulai tahun 2014 

sarnpai 2015 (batas waktu yang diteliti), pelaksanaannya mela1ui kegiatan 

kunjungan kelja, atau pemantauan baik yang terencana maupun insidenti1, 

atau dengan menindak lanjuti laporan masyarakat tentang suatu permasalahan 

dengan pemanggilan pihak terkait sebatas kewenangan yang ada pada DPRD. 

Pelaksanaan fungsi pengawasan langsung yang dimiliki oleh DPRD 

Kabupaten Sintang sudah beijalan, namun hingga saat ini belum terlaksana 

seperti yang diharapkan. Pengawasan langsung yang dilakukan DPRD 

Kabupaten Sintang pada tahap perencanaan dan penyusunan APBD kurang 

109 

43009.pdf



llO 

aktif Kurang aktifuya pengawasan yang dilakukan pada tahap perencanaan 

dan penyusunan APBD tersebut disebabkan adanya anggapan dari sebagian 

anggota DPRD bahwa tahap tersebut bukan merupakan tahap yang cukup 

penting untuk dilakukan pengawasan, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan 

urusan eksekutif serta karena ketidaktahuan anggota terhadap proses-proses 

pengawasan itu sendiri. 

2. Fungsi Pengawasan Tidak Langsung diukur dengan menggunakan indikator­

indikator pelaksanaan hak meminta keterangan, pelaksanaan hak mengajukan 

pertanyaan bagi masing-masing anggota, pelaksanan hak mengajukan 

pemyatan pendapat dan pelaksanaan hak penyelidikan. Pengawasan tidak 

langsung yang dilakukan pada tahap penetapan dan pengesahan APBD cukup 

aktif Hal ini terlihat dari kehadiran mereka dalarn rapat-rapat paripuma 

mengenai pembahasan APBD. Rata-rata kehadiran anggota DPRD dalam 

rapat-rapat paripuma pembahasan APBD berkisar 75-100%. Pengawasan yang 

dilakukan pada tahap perubahan APBD cukup aktif Hal ini terlihat dari 

kehadiran mereka dalarn rapat-rapat paripuma yang membahas mengenai 

perubahan APBD. Rata-rata kehadiran anggota DPRD dalarn rapat-rapat 

pari puma pembahasan perubahan APBD berkisar antara 20 - 30 orang. 

3. Kendala teknis yang dihadapi dalarn pelaksanaan fungsi pengawasan 

(langsung maupun tidak langsung) DPRD Kabupaten Sintang yaitu sebagian 

besar anggota DPRD Kabupaten Sintang saat ini (24 orang) merupakan 
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anggota barn, belum adanya staf ahli yang memadai, kesadaran hak yang 

masih minim serta komitmen yang masih rendah dari anggota DPRD. 

Kendala administratif yang sering dihadapi DPRD Kabupaten Sintang dalam 

melakukan pengawasan terhadap APED antara lain: masih belum optimalnya 

peranan dari DPRD sendiri dalam merumuskan dan menyusun rancangan 

APED, sehingga selama ini terkesan anggota DPRD hanya menunggu yang 

diajukan oleh pihak eksekutif. 

B. Saran 

1. Untuk menghindari teJjadinya kesalahan dalam pelaksanaan pengawasan oleh 

DPRD, sebaiknya dibuat kriteria serta batasan lingkup pengawasan masing­

masing lembaga yangjelas. Dengan demikian masing-masing pihak tidak akan 

memasuki apa yang bukan menjadi ranah kewenangannya. Kriteria dimaksud 

antara lain; a) Setiap pengawasan aparat teknis/fungsional hasilnya 

disarnpaikan /ditembuskan ke DPRD, b) Setiap kali akan dilakukan 

pengawasan baik oleh aparat teknis/fungsional maupun oleh DPRD terlebih 

dulu saling koordinasi /menginformasikan, c) Terhadap hasil pengawasan 

aparat teknis/fungsional DPRD akan menindak lanjutinya atau memantau 

apabila hasil pengawasan tersebut diragukan kebenarannya atau ada laporan 

masyarakat yang berkaitan dengan objek pengawasan yang harus 

ditindaklanjuti, d) Terhadap hasil pengawasan baik yang dilakukan oleh 

DPRD maupun oleh Eksekutif atau aparat pengawas lainnya yang sudah 
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ditindak lanjuti dilakukan pemutakhiran data dengan seluruh aparat terkait, 

maksudnya adalah untuk mengevaluasi tindak lanjut basil pengawasan 

2. Ketika Undang-undang sudah memberikan jaminan bagi pemberdayaan 

lembaga legislatif daerah, hendaknya DPRD termasuk juga Parpol 

meresponnya dengan menyiapkan perangkat yang diperlukan untuk itu seperti 

ketersediaan SDM yang kualitasnya sangat menunjang bagi berjalannya fungsi 

DPRD secara maksimal. Mengingat bahwa pengembangan kualitas SDM 

menjadi bagian tugas Parpol, maka Parpol dapat saja menyisihkan sebagian 

anggaran untuk pembiayaaii pengembangan SDM-nya atau dengan 

membebankan sebagian pembiayaannya (pendidikan) pada yang 

bersangkutan. Dalam jangka pendek untuk mengatasi keterbatasan kualitas 

SDM yang ada sekarang, pengadaan staf ahli di DPRD Kabupaten Sintang 

sudah sangat mendesak, hal itu sangat mungkin karena sudah ada aturannya 

dalam Tatib dewan 
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PEDOMAN OBSERVASI 

I. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap APBD Kabupaten Sintang 

No Aspek Observasi 

A. Proses pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap 
APBD Kabupaten Sintang 

-

B 

1. Menentukan agenda pengawasan 
2. Menentukan metodologi pengawasan 
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan 

SKPD terkait. 
4. Menilai obyek pengawasan (laporan yang 

berkaitiui dengaii pelilksaiiari APBD) 
5. Membuat loporan basil pengawasan 
6. Meiiyailipaikaii rekoilieiidasi 

- .. 

Bentuk Pelaksanaan Fungsi Pengawasan 
Terhadap APBD Kabupaten Sintang 
1. Dengar Pendapat 
2. Kunjungan Kerja 
3. Pembentukan Panitia Khusus 
4, Pembentukan Panitia Kerja. 

DPRD 

Ada Tidak ada Keterangan 

IT. Faktor-Faktor Yang Menentukan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD 
Terhadap APBDKabupaten Sintang 

No Aspek Observasi Ada Tidak ada Keterangan 

A. Faktor Internal DPRD. 
1. Tata tertib DPRD telah mendukung pelaksanaan 

fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD 
2. Data dan infromasi yang dimiliki DPRD telah 

mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan 
DPRD terhadap APBD 

3. Sarana dan prasarana yang dimiliki DPRD telah 
fueridukurig pelaksariaari furigsi .. -- .. 

pengawasan 
DPRD 

4. Aiiggaraii yaiig diiiiiliki DPRD telali ilieiidliktiiig 
pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap 
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APBDKabupatt:m Sintang Tahun 

B Faktor Ekstemal DPRD 

5. Sistem dan mekanisme pemilu legislatif/DPRD 
telah mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan 
DPRD 

6. Iklim politik yang demokratis mendukung 
pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana proses yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD 
terhadap APED kabupaten Slntang? 

2. Apa acuan yang dipakai dalam proses pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD 
terhadap APBD kabupaten Sintang? 

3. apakah dilakukan agenda pengawasan Bagaimana tahap penetapan standar 
pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBDKabupaten Sintang? 

4. Bagaimana tahap pertentuan pengukuran pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD 
terhadap APBD Kabupaten Sintang? 

5. Bagaimana tahap tahap pengukuran pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD 
terhadap APBD Kabupaten Sintang? 

6. Bagaimana tahap tahap pembandingan pelaksanaan dengan Standar dan Analisa 
Penyimpangan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBDKabupaten Sintang? 

7. Bagaimana tahap pengambilan tindakan koreksi dalam fungsi pengawasan DPRD 
terhadap APBD Kabupaten Sintang? 

8. Apakah proses yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD 
terhadap AP.Bb .Kabupai:en Sintang telah berjalan optimal? 

9. Bagaimana komunikasi dan koordinasi dengan SKPD terkait pelaksanaan fungsi 
pengawasan DPRD terhadap AP.BD.Kabupaten Sintang? 

10. Apakah dibuat laporan hasil pengawasan terkait pelaksanaan fungsi pengawasan 
DPRD terbadap APBD Kabupaten Sintang? 

11. Apa substansi rekomendasi yang disampaikan terkait pelaksanaan fungsi 
pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang? 

12. Apakab dilakukan dengar pendapat dalam pelaksanaan pengawasan DPRD 
terbadap APBD Kabupaten Sintang? 

13. Apa basil dari dengar pendapat dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap 
APBD Kabupaten Sintang? 

14. Apakali diliiklikan ktinjiifigan kerja dalam pelaksanaan pengawasan DPRD 
terhadap APBD Kabupaten Sintang? 

15. apa basil ku_njungart kerja dalam petaksanaan pengawasan DPRD terhadap APBD 
Kabupaten Sintang? 

16. Apakah dilakukan pembentukan panitia khusus dalam pelaksanaan pengawasan 
b.P:R.i) terhadap APBD kabupaten Sintang? 

17. Apa basil pembentukan panitia khusus dalam pelaksanaan pengawasan DPRD 
terhadap APBD Kabupaten Sintang? 

18. Apakab dilakukan pembentukan panitia kerja dalam pelaksanaan pengawasan 
DPRD terbadap APBD Kabupaten Sintang? 
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19. Apa hasil Jieinberttukan partitia kerja dalain pelaksanaah pengawasari DPRD 
terhadap APBD Kabupaten S!ntang 2010? 

20. Apakah tata tertib DPRD telah mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan 
DPRD terhadap AP.Bb:kabupaten Sintang? 

21. Apakah data dan infromasi yang dimiliki DPRD telah mendukung pelaksanaan 
fungsi pengawasan DPRD terhadap APBDKabupaten Sintang? 

22. Apakah kualitas anggota DPRD telah mendukung pelaksanaan fungsi 
pengawasan DPRD terhadap APBDKabupaten Sintang? 

23. Apakah sarana dan prasarana yang dimiliki DPRD telah mendukung pelaksanaan 
fungsi pengawasan DPRD terhadap APBDKabupaten Sintang? 

24. Apakah anggaran yang dimiliki DPRD telah mendukung pelaksanaan fungsi 
pengawasan DPRD terhadap APBDKabupaten Sintang? 

25. Apakah sistem dan mekanisme pemilu legislatif7DPRD telah mendukung 
pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBDKabupaten Sintang? 

26. Ajiak:ali i](Jim jioliti]( yarig aemoJcrafis ai era reformasi telali meridiiKi.irig 
pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBDKabupaten Sintang? 
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Nama Mahasiswa 
NIM 
Judul 

Nama Yang 
Diwawanciirii 

TRANSKRIP BASIL WA WANCARA 

HIKMAN SUDIRMAN 
500643612 
PENGAWASAN DEWAN PERWAKiLA.N RA.KYAt 
DAERAHTERHADAPPELAKSANAANANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATENSINTANG 
KETUA DPRD KABUPATEN SINTANG 

l. Apa langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi 
peiigawasan DPRD terliadap APBD Kabupateii Sintaiig? 

Jawab: pengawasan terhadap APBD merupakan pengawasan yang sifatnya 
represif terhadap kinerja bupati pada satu tahun anggaran. Dengan demikian 
pengawasan APBD dilakukan dengan melihat atau mengkaji apa yang sudah 
terjadi melalui dokumen APBD, yang dikombinasikan dengan observasi di 
lapangan. Untuk melaksanakan pengawasan yang represif terhadap laporan 
yang sifatnya administratif langkah-langkah yang hams dilakukan oleh DPRD 
agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara efektif adalah : (a) 
menentukan sasaran dan standar, (b) mengukur kinerja aktual, (c) 
membandingkan standar dengan basil kerja aktual, (d) mengambil langkah 
perbaikan yang diperlukan. 

2. Apa bentuk pengawasan langsung DPRD terhadap APBD Kabupaten 
Sin tang? 

Jawab: dilihat dari bentuk pengawasan, kegiatan DPRD Kabupaten Sintang 
dalaiii melaksanakan pehgawasan. tethadap APBD terhiasuk kedalrun bentuk 
pengawasan terhadap kepala daerah. Bentuk pengawasan langsung DPRD 
selengkapnya dapat dibagi dalam beberapa kelompok, diantaranya: (a) 
merespons pengaduan masyarakat, (b) pengawasan ke unit layanan, (c) 
pengawasan ke SKPD, dan (d) pengawasan kepada Kepala Daerah. 

3. Apa yang dilakukan DPRD dalarn menghimpun data/informasi terkait 
peiaksanan APBD? 

Jawab: beberapa cara yang dipakai DPRD dalam menggali informasi dari 
masyarakat antara lain : Pertama : rrtelakukan pendekatan dengan Perrterintali 
Kecamatan/Desa/Kelurahan untuk mencoba mengenali aspirasi masyarakat 
setempat yang sudah disimpulkan oleh Bupati. Kedua: Anggota Dewan 
melalui fraksinya masing-masing terjun langsung ke baerah yang diwakilinya, 
untuk mengetahui masih adakah masalah-masalah yang belum tertampung, 
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selanjutnya masalah tersebut digodok oleh fraksi masing-masing, kemudian 
dengan pertimbangan fraksi ditentukan skala prioritas mana yang harus 
didahulukan dan mana yang ditangguhkan, setelah itu baru dimatangkan 
dalam komisi''. 

4. Apakah dilakukan agenda pengawasan Bagaimana tahap penetapan standar 
pelaksanaan furtgsi pertgawasan DPRD terhadap APBDKabupaten 
Sin tang? 

Jawab' untuk menghindari keboeoran-kebocoran atau penyelewengan APBD, 
tetlebih dulu akan tliadakan perteHtian di lapahgan sebeluin RAPBD itu di 
sahkan. Dalam pembahasannya juga akan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat 
dan LSM. Dia juga menambahkan bahwa kalau ditemukan proyek=proyek 
pembangunan yang bermasalah dan terkait dengan masalah hukum, maka itu 
akan diserahkan ke Kejaksaaan. 

5. Apa bentuk pengawasan tidak langsung DPRD terhadap APBD Kabupaten 
Sin tang? 

Jawab: Fungsi Pertgawasiiii Tidak Liiiigstiiig diukur dertgan menggumikan 
indikator-indikator pelaksanaan hak meminta keterangan, pelaksanaan hak 
mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, pelaksanan hak 
mengajukan pemyatan pendapat dan pelaksanaan hak penyelidikan 

6. Apa acuan yang dipakai dalam proses pelaksanaan fungsi pengawasan 
DPRD terhadap APBD Kabupaten Slntang? 

Jawab: sesungguhnya, penetapan kebijakan dan penetapan peraturan 
perundangan oleh DPRD adalah termasuk langkah pertama dari pengawasan. 
Penilaian terhadap pelaksanaan Peraturan daerah oleh eksekutif merupakart 
bentuk pengawasan lainnya. Fungsi pengawasan diopersionalisasikan secara 
berbeda dibandingkan dengan lembaga pengawasan fungsional. DPRD 
sebagai lembaga politik melakukan pengawasan yang bersifat politis pula. 
Bentuk pengawasan ini dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
tercermin daiam hak-hak DPRD, yakni hak mengajukan pertanyaan, hak 
meminta keterangan dan hak penyelidikan. Rangkaian hak tersebut sebenamya 
telah memberi kewenangan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi 
pengawasan. 

7. Apa kendala dalam_ proses _pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap 
APBD Kabupaten Sintang? 

Jawab: problematika pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD dianggap 
bersumber dari tata tertib cara pengajuan hak=hak itu yang tidak bersifat 
langsung dan prosedumya yang panjang. Selain menimbulkan keengganan 
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bagi anggota DPRD, karena prosesnya yang cukup panjang, juga dapat teljadi 
bahwa penggunaan hak bertanya atau meminta keterangan dianggap oleh 
pimpinan DPRD atau berdasarkan pertimbangan panitia musyawarah tidak 
periu disampaikan kepada pihak eksekutif. Disamping itu, hak penyidikin 
yang dimiliki oleh DPRD sebagai hak pengawasan yang paling ampuh, belum 
diatur secara rinci dan bahkan hal ini telah menimbulkan missinterpretasi. 
Belum efektifnya pelaksanaan fungsi pengawasan juga bersumber pada 
keterbatasan yang ada pada DPRD, karena pelaksanaan fungsi pengawasan 
selain memerlukan pengetahuan dan keahlian, juga memerlukan data, 
informasi dan keterangan yang memadai. DPRD Kabupaten Sintang tidak 
memiliki sendiri sumber-sumber data atau informasi, serta kurang memiliki 
cukup tenaga ahli yang menjamin pelaksanaan pengawasan itu secara berdaya 
guna. 
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TRANSKRIP HASU, WA WANCARA 

Nama Mahasiswa 
NIM 
Judui 

Nama Yang 
Diwawancara 

HIKMAN SUDIRMAN 
500643612 
PENGAWASAN DEWAN PER\VAKILAN RAKYAT 
DAERAHTERHADAPPELAKSANAANANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN SINTANG 
ANGGOTA DPRD KABUPATEN SINTANG 

I. Bagaimana proses yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan 
DPID terhadap APED Kabupaten Sintang? 

Jawab: pada awalnya dilakukan melalui pembicaraan di tingkat fraksi terlebih 
dahulu. Setelah itu dilakukan di komisi-komisi baru kemudian melalui pimpinan 
DPRD 

2. Apa acuan yang dipakai dalam proses pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD 
terhadap APBD Kabupaten Sintang? 

Jawab: tata tertib DPRD 

3. Apakah proses yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD 
terhadap APBD Kabupaten Sintang telah berjalan optimal? 

Jawab: belum begitu optimal 

4. Bagaimana komunikasi dan koordinasi dengan SKPD terkait pelaksanaan 
fungsi pengawasan DPRD terhadap APBDKabupaten Sin tang? 

Jawab: cukup baik 

5. Apakah dibuat laporan ha5il pengawasati terkait pelaksanaan fungsi 
pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang? 

Jawab: dibuat dan disampaikan melalui rapat kerja atau pandangan urn urn fraksi 

6. Apa substansi rekomendasi yang disampaikan terkait pelaksanaan fungsi 
pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang? 

Jawab: diminta kepada pemkab sintang untuk meninjau ulang kegiatan yang 
dianggarkan dalam APBD tersebut 
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7. Apakah dllakukan detigar pendapat dalam pelaksanaan pehgawasan DPRD 
terhadap APBD Kabupaten Sintang? 

Jawab: selalu dilakukan dengan memanggil instansi terkait 

8. Apa hasil dari dengar pendapat dalam pelaksanaan pengawasan DPRD 
terhadap APBD Kabupaten Sintang? 

jawab: berupa rekomendasi i:>P:R:D 
9. Apakah dilakukan kunjungan kerja dalam pelaksanaan pengawasan DPRD 

terhadap APBD Kabupaten Sintang? 

Jawab: sangat sering dilakukan 

10. Apakah dilakukan pembentukan pan1tia khusus dalam pelaksanaan 
pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Sintang? 

Jawab: kadang,kadang dilakukan 

11. Apakah tata tertib DPRD telah mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan 
DPRD terhadap APBDKabupaten Sin tang? 

Jawab: cukup mendukung 

12. Apakah data dan infromasi yang dimiliki DPRD telah mertdukung pelaksanaan 
fungsi pengawasan DPRD terhadap APBDKabupaten Sintang? 

Jawab: bel urn mendukung karena kurang Iengkap 

13. Apakah kualitas anggota DPRD telah mendukung pelaksanaan fungsi 
pengawasan DPRD terhadap APBDKabupaten Sintang? 

Jawab: cukup mendukung, tinggal pengalaman yang perlu di perbanyak 

14. Apakah anggaran yang dimiliki DPRD telah mendukung pelaksanaan fungsi 
pengawasan DPRD terhadap APBDKabupaten Sintang? 

Jawab: cukup mendukung 
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